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"Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Sirri Yang Dilakukan 
Dengan ltikad Baik Berkaitan Dengan Pasal2 Ayat (I) UU 
Nomor I Tahun 1974" 

Mengingat begitu marak.nya masyarakat Indonesia yang melangsungkan 
perkawinan sirri, baik rnasyarakat kalangan menengah kebawah, maupW1 
komunitas pesantren yang kuat secara religius serta mempertimbangkan ak:ibat 
yang sangat merugikan bagi perempuan dan khususnya anak yang dilahirkan dari 
kawin sjrri tersebut, sedangkan bukli status bukum anak yang dituangkan dalwn 
akta kelahiran yang berdasarkan sah tidaknya perkawinan orangtuanya, 
sebagaimana dalam pasal 2 Undang - undang perkawinan Indonesia seolah 
ambivalen, rnaka perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif 
kualitalif mengenai akta kelahiran bagi anak kawin sirri yang dilaknkan dengan 
itikad baik. Akta Kelahlran merupakan bukti Identitas diri seseorang mengenai 
asal usul berdasarkan nasab atau hubungan darab. Menurut Ilmu Biologi, tidak 
akan lahir seorang anak tanpa paran laki - laki (bepak) yang mengakibatkan 
wanita (ibunya) mengandung hingga melahirkan anak. Namun dalam hukum 
seorang anak dapat banya memiliki hubungan hukum dengan lhunya dan keluarga 
ibunya saja, atau bahkan tidak memiliki hubungan hukum dcngan keduanya 
(bapak dan ibunya). Ada atau tidak adanya hubnngsn hukum ini berdasarkan sab 
atau tidaknya perkawinan dan pengakuan dari kedua orang tuanya. Perkawinan 
adalah parbuatun hukum yang sangat panting untuk menentukan kadudukan 
hukum seseorang. Karena sah tidaknya perkawinan merupakan dasar yang 
menentukan status anak yang dilahirkan dar.i perkawinan tersebut. Hukum 
perkawinan Indonesia tidak mengenal istilah kawin sirri, kawin sirri yang 
dite1jemahkan masyarakat Indonesia tidak sama dengan pemahaman kawin sirri 
dalam hukurn Islam. Menurut Undang undang perkawinan Indonesia, 
perkawinan sah apabita dilakukan menurut ketentuan masing - masing agama dan 
kepercayaannya. Maka kawin sirri yang dilakukan dengan itikad baik dengan 
memenuhi seluruh rukun dan syara.t sahnya perkawinan menurut hukum Islam 
adalah sah. Dengan demikian, sistem hukum yang memberlakukan anak kawin 
sirri yang dilakukan dengan itikad baik sama dcngan anak luar kawin atau anak 
tidak sah adalah kurang tepa!. Kelahiran anak tanpa kebadiran seorang bapak 
adalah bukan kesalahan anak itu, maka tidak sepantasnya seorang anak dihukum 
dengan tidak diperkenankan merniliki status hubWlgan dari bapaknya tersebut. 
Oleh karena itu, seyogyanya putusannya lembaga Its bat nikah Pengadilan Agama 
sebagai solusi dari kawin sirri yang belurn dicatatkan, harus dipatuhi oleh semua 
instansi, baik oleh Kan1or Umsan Agama selaku lembaga pencatat nikah, maupun 
Kantor Catalan Sipillembaga pencatat kelahiran. 

Kata kunci: 
Akta keiahiran, Anak. Kawin sirri 
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Given so popular in Indonesia that perpetuate marriage under the han~ 
both the community down middle, and boarding a strong community of religious 
and consider the very harmful consequences for women and especially children 
who are born from marrying under the hand, the proof of legal status while the 
child is poured in the birth of teaching license based on a valid marriage or not 
their parents, as in article 2 Iaw - the Indonesia marriage law seems ambivalent, 
need to do the research with qualitative descriptive approach of teaching license 
on the birth of children marrying Wlder the hand made with good lhlth. Birth 
Certificate serves as proof of a person's identity concerning origin based on 
family or blood relation. According to Biology, no child wiU be born without the 
role of a male {father) causing a female (his (her) mother) pregnant and delivers a 
baby. However in legal perSpective~ a child may only have a Jega1 relation \Vith 
his (her) mother and the family of his (her) mother, or even have no legal relation 
v.ith both of them (his (ber) father and mother). Whether such legal relation exists 
or not depends on validity of marriage between ond acknowledgment from both 
parents. Maniagc is a very important legal act to detennine a person~ s legal 
position, because validity or invalidity of a marriage serves as basis to determine 
the status of child born from the marriage. fndonesian marriage law does not 
recognize the term pme1y religious marriage (kawin sirri}t the purely religious 
marriage transiated by the Jndonesian community is not similar to the 
understanding of purely religious marriage in the Islamic iaw. According to the 
Indonesian marriage law, a marriage is legal if it is held in accordance with each 
religion and belief. Therefore a purely religious marriage held in good faith by 
complying with all pillars and requirements of a va1id marriage in accordance 
with the Islamic law is legaL Therefore, a legal system which enforces a child 
from a purely religious marriage conducted in good faith similar to a child outside 
marriage or illegal child is inappropriate. Birth of a child without the presence of a 
father is not the child's mistake, therefore he (she) should not punished by not 
allowing him (her) to have a status of relation with his (her) father. Therefore, the 
institution should decide the Religious Itsbat marriage as the solution of marrying 
under the hands that have not been recorded. 

Keywords: 
Birth Certificate, Child, Purely Religious Marriage 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar llelakllng Masalah 

Akta kelabira:n merupakan identitas diri seseorang, yang membedakan satu 

orang dengan lainnya. Dalam akta kelabira:n memuat nama, rempat dan tanggal 

kelahiran serta nama orang tua yaitu ibu dan bapak anak tersebut, dengan 

demildan akta memilild arti dan kekuatan yang membuktikan adanya hubungan 

hokum antara nook dengan orang tua. Secara logika, mustahil seorang anak 

dilabirknn oleh seonmg ibu tanpa adanya penm seorang laki - laki (bapak nook 

te=but) yang mengakibalkan lahimya nook te=but Namun dalam hukum, 

kedadukan anak dapat !eljadi hanya memilild hubungan hokum dengan ihanya 

saja, buhkan seorang anak dapat tidak memilild hubungan hokum dengan ibu dan 

bapaknya. Dianlara faktor - faktor yang dapat mempengarabi status hokum 

seseorang, maka perkawinan merupakan faktor yang paling betpengarab atas 

kadudukan hokum orang yang terikat dalam perkawinau te=but. Karena dari 

perkawinan itu tereipta suatu hubungan hokum antara suami istri, kamudian jika 

dalam perkawinan dilahirkan anak. maka tereipta hubungan hukam autara orang 

tua dan anak, demildau pula hubungan dengan keluarga masing - masing suami 

istri. Tereiptanya hubungan hokum tersebut membawa serta timbulnya tanggung 

jawab satu terhadap lain sebagaimana ditentukau dalam Uudaug- undang. 1 

Deiinisi Perkawinan menurut Pasol I ayat I Uudaug undang 

Nomor I tabun 1974 tentang Perkawinan (UUP) adalab lkatan lahir batin seorang 

pria dangan seorang wanita sebagai suaml istri dengan tujUlllt membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang babagia dan kekal berdasarkaa Taban Yang Maha 

Esa. Pasal 2 ayat I UU No.I tabun 1974 menyatakan babwa, perkawinan soh 

apahila dilakukan betdasarkan masing masing agama dan kepereayananya itu. 

Maka jika perkawinan yang dilangsungkan sah secara agama, maka perkawinan 

te=but adalab sab. 

1 Wahyono Darmabmla,. Hukum Perl:nwinan menuntl Kf.JHPerdota, Depok. Fakultas 
Huk:um. Univa'sitas Indonesia. 2006, hal.54. 

I 
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Hukum perkawinan positif nasiona1) tidak mengenaJ istilah kawin sirri. 

Kawin sini merupakan istiJah perkawinan yang secara harfiab: artinya perkawinan 

)'llllg di 'rahasiakan' tidak untuk dipubtikasikan kepsda masyarakat umum, hanya 

untuk dikerahui lntem ketuarga. Kawin sini sesungguhnya perlcawinan yang 

secara adat atau masyarakat sosiologis meoafsirkannya sebagai perkawinan 

menurut hulrum agama yang ditaknkan """""' bawah mngan. Akhir - akhir ini 

kawin siri marak t$di di lingkaagan masyarakal, bahkaa di kalangan pesantren 

sebsgai komunitas muslim re6gius taat, masilt banyak teljadi pelangsungan 

perl<awinan secara sini. Hat ini ksrena sebagian besar masyarakat tidak 

mengerahui dampak negatif atau akibat hulrum kawin sirri )'llllg sangat merugikan, 

khususnya bagi pihak perempuan dan anak yang ditahirkan dati hubungan 

perkawinan terrebut. 

Kawin sini udatah perl<awinan yang ditangsungkaa tanpa pencatatan 

perkawinan oleh Pegawai Pencatal Nikah (PPN). Mengingat tidak ten:atlllnya 

perkawinan sirri, potensi penyalahgunaan terhsdap pelangsungan perkawinan 

ternebu~ akan banyak teljadi dan berpengarah kepsda pibak istri dan hulrum 

keluarga. Bagi seorang istri kawin sirri, mengakibatkan status hnkasnnya, secara 

yuridis terampUlasi. Tidak ada status bukum atas hubungan tjstri~ kawin sini 

dengan 'suami' kawin sini nya, karena perbuatan hukam (perkawinannya pun 

dlanggap tidak pemah ada), maka segala beban yang ditimbulkan oleh perl<awinan 

itu menjadi beban )'llllg barus ditanggung sendiri, tennasuk atas keturunan yang 

dilahirkannya. Status hulrum dan kedudukan anak yang dilahirkan pun banya ikut 

peda ibunya dan keluarga ibunya. Dalam kaltannya dengan kawin sini yang 

dilangsangkaa dengan itikad bail<, yaitu tanpe melanggar ru.kan dan syarat salmya 

perkawinan menurut hulrum agama sebagaimana dalam ketetapan Pesal 2 ayall 

UU No. I Tahun 1974, behwa perl<awinan sah apabita dilaknkan menurut hulrum 

masing - masing agama dan keperoayaannya, maka sepanjang perknwinan sirri 

yang dimaksud dalam tulisan ini memenuhi syarat dan ru.kan salmya perl<awinan 

se<>ara bukam agama, maka kedudukan hulrum bagi anak )'llllg dilahirkan dari 

perl<awinan '""""' sirri perlu memperoleh perlindungan hulrum. Adepun cara 

membuktikan status dan kedudukan sah atau tidak sahnya anak udatah 

berdasarkan pelangsungan perl<awinan orang tuanya, epakah Ielah dilangsungkaa 

Universitas lndonea1a 
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"""""' salt atau tidak, dan diwujudkan dcngan disebutkannya akta perkawinan. 

Pasal 2 ayat 2 UU No. I Tahun 1974 , menyalakan bahwa : "Setiap perkawinan 

dicatat menurut peraturon perundang - undangan yang berlaku." Dengan 

demikian, pen;oalannya adalah sejak kapan perkawinan dianggap sah, apakah 

setelah dilangsungkannya perkawinan menurut hakum agama dan kepercayaannya 

itu~ ataukah pada saat pencatatan perkawinan oleb Pegawai Pencatat Perkawinan 

(PPN). Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakakan penelitian 

dangan judul " Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Sirri (Kawin Bawah Tangan) 

Yang Dilakakan Dengan Itikad Baik Dahun Kaitannya Dengan Pasal 2 Ayat I 

UU No.I Tahun 1974 ". 

1.2 Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut diatas, 

penulis meml>atasi pennasalahan peda dua pokok pennasalahan : 

a. Bagaimana ketentuan pencatatan perkawbum yang merupakan syarat sahnya 

perkawinan berkaitan dengan Pasal2 ayat I UU No. I Tahun 1974 7 

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak kawin sirri yang dilakukan 

dengan itikad baik, kaitannya penerbitan akte kelahiran berdasarkan akte 

perkewinan I pencatatan perkawinan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebu~ maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini : 

a. Untuk mengetahu~ mengkaji dan menganalisis penerapan ketentlllln tentang 

status hukum kawin sirri dalam sistem hukum perkawinan nasional, yang 

dilangsungkan dengan itiked tidak baik. 

b. Untllk mengetabu~ mengkaji dan menganalis permasalahan yang berkaitan 

dengan anak yang dilahirkan dari kawin sirri serta member! perlindungan 

hukum, hagi anak kawin sirri yang diiangsungkan dengan itikad tidak baik. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini, dihurepkan memberikan manfual sebagai berikut : 
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a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikirnn terhadap 

kedudnkan hukum anak yang dilabirl<an dari basil perkawinan sirri yang 

dilakukan dengan ibl<ad haik, serta pengembangan teori tenlang sah-nya 

perkawinan secara bulann agama dan hukum nasional. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas 

rnl!Siim dan banyak menggenakan lembaga kawin sirri serta menganggap 

sebag1li perbwmm hulann yang wajar, padahal bagi perempuan, akibat kawin 

sirri tersebut dapat merampas kadudnkan hulann sebagai islri dan k<mmman 

yang dilabirl<annya, balk secara yuridis maupun sosial. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan jalan keluar serta membedah khasanah 

keiimuan daban rangka mengantisipasi conflict of interest masyarakat muslim 

Indonesia mengenai sahnya perkawinan rnenurut hulann agama dan hulann 

perkawinan nasionaL 

l.S Metode Penelitlon 

Metode PeneJitian merupakan unsur mutlak dalam suatu kegiatan ilmiah. 

Suatu penelitian dapat menunjang perkembangan ihnu pengetahuan, dernil<ian 

pula dalam bubungannya dengan penelitian ini. Adapun langkah - langkah 

penelitian yang dilakukan adaleh sebagai betikut ; 

a. Metode Pendekatan. 

Penelitian ini menggunnkan metode pendekatan yuridis nonnatif, yaitu 

penelitian dengan menggunnkan data sekunder, yaitu bahan hulann primer 

berupa hulann pasitif dan bagaimana implementasinya dalam praktekc 

b. Spesifikasi Penelitioo. 

Penelitian yang dilakukan da1am menyusun tesis ini benlifut deskriptif analitis 

yaitu memberiken gambanm mengenai hulann penitif yang menitik beratkan 

pada perlindungan hukum bagi anak yang dilehirkan dari kawin sirri dan 

permasalabannya serta dianalisis da1am bentuk uraian. 

Universitas lndoooela 
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c. Tahap Penelirian. 

Penelitian Kepustakaan (library reaserch) Penelitian ini dilakukan dalam 

upaya mencari data sekunder, yaitu hahan - hahan bukum yang dikaitkan 

dengan mosalah- masolah yang akan diwliti, terdiri dati : 

a). Bahan hukum primer antara lain: 

1. Undang-undangDasar 1945. 

ii. Kitab Undang- undang Hukum Perdata. 

iii. Undang- undang Nomor I tabun 1974. 

iv. Peraturan Pemerlntab Nomor 9 tabun 1975. 

v. Undang- undang Nomor 12 tabun 2006 

vi. Peraturan Menterl Agama Nomor 3 tabun 1975. 

vii. Kompilasi Hukum Islam. 

viii. ltsbat Nikah. 

b). Bahan hukum sekunder antara lain : tulisan- tulisan pnm abli di bidang 

hukum, sosial dan keagamaan dalam bentuk karya ilmlab, seperti buku -

baku, artikelatau tulisan yang berhuhungan dengan pokok permasalahan; 

c). Bahan bukum tersier antara lain: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, 

kamus bahasa Arab, kamus Ensiklopedia, AI-Quran dan le!jemahannya. 

1.6 Sistemalika Pennlisan 

Tesis ini terdiri dati 3 (tign) Bah, yang sistematikn penulisannya sebagai 

berikut: 

BAB I 

BAB ll 

Pendahuluan yang mencakup hal- hal sebago! berikut : Latar 

belakang masalab, Rumusan pokok permasolahan,. Tujuan 

permlitian,. Metode penelitian,. sistematika permlisan. 

Kawin Sirri dan anak kawin sirri dalam perspektif hukum 

Islam dan hukum posirif. 

2.1 Tinjauan Umum Perkawinan,. yaitu mengenai pengerlian 

perkawinan, tujuan perkawinan dan sy- sahnya 

perkawinan dalam perspektif bukum Islam dan bukum 

positif, serat mengenai pencatatan perkawinan 

Unlvemttu Indonesia 
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2.2 Kedudukan Kawin Sirri. dan anak lcawin sirri mcnurut 

Hukum Islam dan Hukum positif. 

2.3 Akta Kelabiran Bogi Anak Kawin Sini, mengenai lata 

can1, prosedur mempemleh akta kelabinm bagi anak 

lolwin sini, dan dabvn bel tidak ada akta kelabiran. 

Bab ini merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dari 

selurub pembahasan dalam tesis ini serta beberapa sara yang 

dianggap perlu untuk perkembangan hukum positif nasional, 

baik sebagai hukum normatif maupun sebagai pemenuh rasa 

keadilan. 
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KAWlN SIRRI DAN ANAK KA WlN SIRRI 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

2.1 Tilljauan Umum TeDtang Httkum Perkawibad 

2.1.1. Peugertian dan Tnjnan Perkawinan menurut Hllkum Positif 

Pengertian Perkawinan menurut Paaal 1 ayat (1) Undang- undang No. l 

ll!bun 1974, tentang Perknwinan yaitu : "Perknwinan adalah Ikatan lahir batin 

seorang pria dengan se<uang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (nunah tangga) yang bahagia dan kel::al berdru;arl<an Tahan Yang Maha 

Bsa. "Dari definlsi le!sebut perknwinan memiliki mal::aa : 

a. Sebagai il::alan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri. 

b. ll::atan lahir batin itu ditujul::an untuk membentuk keluarga (rwnah tangga) 

yang babagia kekal dan sejahtera. 

c. Dasar ikalan lahir batin dan tujuan bahagia yang kel::al itu berdasarkan pada 

Tuban Yang Maha Esa. 

Artinya. Negara menetapl::an Undang - undang Perknwinan dengan 

memperbatll::an !8ktor keagaraaan, kerohanian dan dasar ke-Tahanan. 

Penjelasan Pasall ayat (I) UU.No.l tabun 1974 menyatakan babwa: 

" Sebogai negara yang berdasarh:m Ptme4Sila. dimtliUl silo yang pertamanya 
ialah KeTuhano.n Yang Maha Esa. maka perlrawlnan mempunyai hubrmgan yang 
sangat erat sekali dengan agama hrrobanlcm. sehingga perkawinan tidak hanya 
mempunyai unsur lahir atau jaSmard, ietapi UTISUF batin atau rohani juga 
mempunyai peranan yang pen1irlg, membeniuk lre/uarga yang /xihagia rapat 
hubungtm11)'a dengan /re~Unini:Jn. yrmg pula merupakm ltifuan per/rawhum, 
peme/iharaan dan penditlikm menjatli huk dan !:ewqjiban orang IUa. " 

Dari defmisi t<=but, jelas bahwa nilai falsali!h perkawinan yang sangat 

tinggi dalam negara yang sudeb modern. Suatu 'ikatan lahir' adalah il::atan yang 

dapat dilihat bail< oleh kedua mempelai manpnn orang lain yang meagungl::apl::an 

adanya suatu hubungan hukurn antara laki - laki dan perempuan untuk bidup 

bersama sebagai suami istri, dengan l::ata lain dapat disebat 'bubungan fonnU', 

sebaliknya 'ikatan batin' merupakan hubungan yang tidak formil. yang dapat 

7 
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dilihat walau tidak nyata tetapi iblan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan 

batin, ikatan akan menjadi rnpuh.' 

Betbeda deogan Pasal 26 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (BW) 

bahwa : " Undang - undang memandang perkawhaaa semata - lllllla hanya dari 

hubungan perdatanya soja. " dangan kala lain definisi ini terlepas dari unsur 

keagamaan, kerobanian, seolah - olah perkawhaaa lidak lebih dari semaeam 

persetujuaniperiblan yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang - andang 

Hukum Perdala. • Persetujuan perkawinan itu peda dasamya tidaklah sam.• dangan 

persetl!iuan-persetujuan lainnya, nnsolnya : persetujuan jual bel~ sewa menyawa, 

tukar manukar dan lain - lain. Menurut Mr. Wiljono Prodjodikoro petbedaan 

antarn persetujuan perkawhaaa dan persetujuan - persetujuan lainnya adalah 

dalam persetujuan biasa para pihak peda pokoknya bebas menentukan sendiri isi 

dari porsetujuannya itu sesuka hatinya, asaJ isi persetujuan itu tidak bertentangan 

dengan kesusilaan, andang - andang dan ketertiban umum. Sehalikaya dalam 

suatu perkawinan suduh semula ditentukan oleb hukum isi dari persetujuan suomi 

istri itu.' Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan menurut 

Undang- undang Nomor I tabun 1974 mempunyai tujuan ideal yans tinggi dan 

meneakup pongertian - pengertian jasmani dan rohani yans mampu membentuk 

kebidupan romuh tangga yang hahagia dan kekal benlasarkan Ke-Tuhanan Yang 

Maha Esa. Berdasarkau definisi tersebut, maka tujuan perkawinan adalah 

membantuk keluarga hahagia yang kekal : 

a. Suami istrl sating membantu serta sating meleugkapi. 

b. Masing-masiog dapat mengembangkan keprihadinanya dan untuk 

pengembangan kepribadian itu suami istri luuus sating membantu. 

c. Dan tujuan remkbir yang diharapkan oleh keluarga bangsa Indonesia ialah 

keluarga yang sejahtera spiritual dan lllllteriil. 

Darl tujuan perkawinan tersebut, terdapal am:r eqzll1ibrium Bl1lani ~I dan 

kerobanian. Dan ini memang sesuai dengan dasar lldsalilb Paneasila serta nilai 

mumi keprihadian bangsa Indonesia, memenuhi bikmuh yans terkaodung dalam 

2 W~lk Saleh. Htbm Perta'wiM11lrsdfmesla. Ghalia Indonesia. Jake.rta,!918. cet-5. 
hal. 14 ~ IS. 

' Soemlyatl, Huiwo Per/rnwlnan Islam dan Undang- muhng Perinwlnan ( Undang­
:mdtmg Nomor I talttm 1974 tentong Perkawllflm), Liberty , oet ~2, 1986. hal. 10. 
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pengertian rumah tangga Islam dalam arti sakinah, yaitu rumah tangga bahagia 

rukun dan sejahtera dunia akhira~' 

Babkan secara rinc~ dati rumusan mengenai pengartian perl<awinan 

Undang- undang Perkawinan, Prof. Wahyono Darmahrata, mengurall<an bahwa 

unsur - unsur perl<awinan odalah : 

a. Unsur agama I kepercayaan. 

Unsur agama dan kepe~~:ayaan berrlasarl<an pemyataan bahwa perkowinan 

berrlasarl<an Tahan Yang Maha Esa, dengan demiklan bahwa unsur agama dan 

kepercayaon barus m'"liiwoi perl<awinan sebagimana dalam Posal2 ayatl UU 

No. 1 Tahan 1974 menempalkan kedodakan soh tidaknya perl<awinan 

berrlasarl<an masing- masing agama dan kepe~~:ayaen yang dianut. 

b. Unsur Biologis. 

Undang - undang Perkawinan memberikan peluang bagi pesangan yang 

secara biologis lidak memillki keturunan, PasaJ 4 ayat 2 UU No. I Tahun 

1974 mengatakan bahwa : " Ketidak mampuan seorang istri untuk melahirkao 

keturunan merupekan salah SOIU alasan seorang suami dapal melakekan 

poligami." 

c. Unsur Sosiologis. 

Unsur sosiologis, dapat disimpulkon dati ketentuan Pasal 7 ayal 1 UU No. l 

Tahun 1974 yang menentukan batasan usia pria dan wanita dapat 

melangsungkan perl<awinan. Hubungan alimentasi atau bak dan kewajiban 

anak kepeda orang tua atau sebeliknya orang tua kepeda anal:. 

d. Unsur Yurldis. 

Unsur yurldis odalah unsur yang secara otomatisldengan sendirinya ada, 

karena odanya hubungan hukem pesangan suomi istri rersebut. 

e. Unsur Hukem Adat. 

Unsur hukem ada! dapal disimpulkon dari Pasal 31, 36 dan Pasal 37 Undang­

undang Perkawinan mengenai bnrta dalam perkawinnn. 

Dar! unsur - unsur pengertian tersebut, memillki kantrunan sdalah bagian 

pengertian perl<awinan dari unsur biologis yang barus dipenubi oleh pasaagan 

4 M. Yabys. Hamhap. Pelllbahasan Hulwn Per law/nan Nasi<WJI berdasarkm Umiang­
w:dtmg ntm'IM" 1 ta/nut 1974 don peT't1tl.lnln pemerlnloh Nomor 9tolnut 197$, CV. Zahit, Medan. 
cet l, 1975,hal.7. 
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suami istri sebagaimana dinyatakan Pasal4 ayat 2 UU No. I Tahun 1974, seolah 

memberiklln sanksi yang togas, jika seonmg istri tidak mampu melahirl<an 

keturunan, maka poligami adalah sanksi yang harus diterima. Dengan demildan 

dapat disimpulkan bahwa tujuan porkawinan menurut undang - undang, selain 

untuk membentuk lrehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berd.<lsatl<an 

Ketuhanan Yang Maha Esa, juga untuk memperoleh ketunman I anak yang sbaleh 

dan barguna bagi Agama, meny8l11kat dan Negma. 

:U.2. Syarat Sahnya Porkawinu Mi>aurnt Hukum P.,..itif 

Syarat sahnya !""kawinan telah dia!llr dalam Pasal 2 ayat (l) dan (2) 

Undang-undung Nomor I tabnn 1974, menyatakan bahwa: 

(!) Perkawinan adalab sab apabila dilakakan menurut hukum masing- masing 

agama dan kepen;ayaannyya itu. 

(2·) Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut l""aflfran perundung- undangan yang 

berlaku. 

Dari rumusan Pasal 2 aylll (J) UU Nomor l tahun 1974,jelas bahwa fioktor agama 

merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Ilengan kala lain bukum masing -

masing agama dan kepen;ayaannya itu yang menentukun sab atau tidakuya suotu 

perkawinan.' Penjelasan Pasal 2 ayat (I) UU Nomor l tabnn 1974 menyatakan 

babwa tiduk ada ~inan diluar hukum masing - masing agamanya dan 

kel""'"yaannya itu sestllli dangan Pasal29 ayat (2) Undang- undang Dasar 1945 

(UUD 1945), yang dimakaud dengan masing-masing agamanya dan 

kepen:ayaaunya itu termasak ketentuan l""Ufidan~undangan yang berlalru bagi 

golongan ngnmanya dan lrepen:ayaannya itu sepenjang tidal< bertentangan atau 

tidal< diteutukun lain dalam undang- undung ini. 

Ilengan demikian setiap perkawinan yang dilalrukan hertentangan dengan 

Jretentuaa atunm hukum agama dangan seadirinya menurut Pasal 2 ayat I UU 

Nomor I tehun 1974 tmebut adalab tidal< sah dan tidal< mempunyai akiblll hakum 

sehagai ikatan ~inan. Yang !""lU digaris bawahi adalah kala- kata 'sestllli 

dengan UUD 1945' dalam bubunganoya dengan hakum masing - masing 

agamanya dan kepen:ayaaunya itu, agar tidak menimbulkan lrenmcuan burns 

$ H~ op.ciJ,. hlll.l3. 
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dilihat Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : ''Negara menjamin 

kemerdekaan tiap - tiap peaduduk untuk memeluk agamanya masing - masing 

dan untuk berihadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dari bunyi pasal 

ini yang dimaksud dengan agama dan kepercayaannya itu adalah agaraa den 

kepercayaan yang 'dipeluk' seseorang. Karenanya untuk menentukan hukum 

agama yang mengatur pelaksauaan perkawinan sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 

(I) UU No. I illhun 1974 adaillh agama dan keperoayaau yaug dipeluk oleb 

mereka yang headak melukukan perkawinan. 

Pmf. Dr. Hazairin, SH menjelaskan masalah tidak ada perkawinan yang 

dilangsungkan 'diluar' bukum maaing- masing agama dan kepercayaannya itu ; 

"'Jodi bagi orang b/om tidok ado /relmJ1lglrinan untuk kawin dong"" 
meltmggar hubtm aganta1IYQ sendiri. Dengan domildan juga bagi orang Kristen 
don Hinde Butfhu seperti yang dijumpai di Indonesia. Malw untuk sUiJIU soJmyo 
perkawlnan itu. honJslah menurut ketentuan hukum ogamanya don 
kepercayaannya. .. c 

Maka jika dikaj~ Pasal 2 ayat (1) UU No. I talllm 1974, secara tegas 

membela keperllingan watga Negara Indonesia tanpa memhedakan agaraa Islam, 

Kristen, Hindu, Budba, serta penganut kepereayaan, dengan memberikan 

kemerdekaan yang seluas - IllftS8ya kepada masyamkat dabun melaksanakan 

ibadaimya, termasuk didalamnya adalab perkawinan. Pasal teJ>ebut membanillh 

pemabaman sebagian besar masyatukat bah:wa selama ini, seolab adanya 

pemiaaban antara eM/ marriage (Pasal 26 KUH Perdata) dengan religious 

marriage. Dengan demikian, dalam bidang perkawinan, bukum agama t<rmasuk 

hukum Islam b>lab mendapst kekuatan yuridis dan materiil.7 

Namun demlkian, ketentuan Pasal 2 ayat (I) UU Nomor I tabun 1974 

tersebut banya baru memenubi ketentuan imkmn materiil perkawinan (yakni 

sabnya perkawinan yaug dilangasngkan menurut agama dan kepercayaan colon 

suami istri) dan belum memenuhi ketentuan hukum fonnil perkawinan, artinya 

belum dicatatkan pada Pegawai Pencalllt Nikah (PPN) yaug berwenang, sehingga 

bel= diperoleh bukti otentik berupa akta nikah. 

6
_ Ibid. 

1 Ibid. 

• 
c 

. 
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Syarat sahnya perkawinan, yang merupakan syarat materiil perkawinan 

diatur dalam Bab ll Undang - undang Perkawlnan yaitu pada Pasa1 6 sampai 

dengan Pasal 12, yaitu ; 

a. Persetujuan bebas atau ada kala sepakat dari calon mempelai laki - laki dan 

perempuan ( Pasal6 ayat(l) UU No.llaimn 1974). 

b. Asas Monogami. 

c. Syarat usia ; bagi pria sekurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurangnya 16 

tahun (Pasa17 ayat(l) uu No.I tahun 1974). 

d. Telah memperoleb ijin orang tua, kecuali bagi yang telah berusia 21 tahun. 

e. Perkawlnan yang dilangsungkan tidal< termasnk larangan perkawinan. 

f. Tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, lrecuaii ada dispensasi dari 

pengndilan. 

g. Lewat masa 'iddah' atau batas waktu perkawinan bagi perempuan yang relah 

putus dari perkawlnan sebalumnya dan barmaksud melangsungkan 

perkawinan. 

Pada dasamya rukun atau syarat perkawinan yang diletl1pkan menurut Undang -

undang Perkawlnan banyak kesamaan dangan ketentuan rukun dan syarat 

perkawinan secara Islam, karena baberapa aturan yang ditetapkan dalam Undang 

- undang Perkawinan, mayoritas diadnpsi dari hukum Islam. 

Sadangkan ayarat fonnil perkawinan menurut hukum positif yang harus 

dipenuhi berkaitan dengan tala cara pelangsungan perkawlnan, bail< syarat yang 

meadahului maupun syarat yang meayertai pelangsungan perkawinan. Dengan 

demikian syarat furmil ini berupa syarat yang meadahului dan meayertai 

pelangsungan perkawinan, ' meliputi : 

a. Pemberitahuan tentang akJin dilangsnngkunnya perkawinan ; 

b. Penelitian, unluk mengetahui ada dan tidal< adaaya balangan larangan 

petkawinan ; 

c. Pencatatan Perkawinan ; 

d. Pengumuman ; 

e. PeJMgsungan Perk.awinan ; 

f. Penanda tanganan Akta Perkawinan ; 

1 Wabyono Darmabmta dan Surlni AhJwt Sja.rit Hubm Perkawinan dan Kei'UI'lt'gll dl 
indonesia, Depok. Fl!kultas Hukw.n Unl:versitas lttdonesia. cet 2., 2004, hul. 13. 

. . . 
I 
' 
~-------
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g. Perkawinan dengan Kuasa. 

Oleh karena itu meski perkawinan yang dilangsungkan telah memennhi 

syara! sah perkawinan secam materiil, namun tidak dipennhinya sy8J111 sah 

perkawinan secam formil, maka menurut hnkare Perkawinan yang berlnlru di 

Indonesia akan berakibat : • 

a. Tidak mempunyai kekuatan hnkare karena dianggnp tidak pemah ada 

perkawinan, seltinggn ia tidak menimbulkan akibat hakum. 

b. Tidak dapat dijadikan alosan untuk membatalkan perkawinan yang bam 

sebagaimana diatur daJam Pasal24 UU Nomor I tahun 1974. 

c. Tidak dapat dijad1kan dasar untuk menjatuhkan pidana berdasarl<an ke!entuan 

Pasal219 KUHP. 

d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pibak perempuan 

sebagai istri dan juga temadap anal<- annlruya. 

AdapWl mengenai hnkare fonnil perkawinan yaitu menyangkut peneatatan 

perkawirum, sebagaimana dinyatakan secara Iegan daJam Pasal 2 ayat (2) Undang 

- U!ldang Perkawinan No. I tahun 1974. Berkaitan dengan ini penjelasan umum 

angkn 4 hll.nlfb menyehutkan bahwa: 

" Tiop - liap perlrawinan htlrus dicotal menurut peraturan perwufang -
undanga1l yang berlal<lL Pencatatan tiap -llap perlwwman ada/ah soma halnya 
dengcm pe7V.U1/atan perisliwa - peristiwa penllng dalam kehidupan seseorr:mg. 
ml.solnya kelohiran. kema/lan, yang dinyatakan dalam surot- Sfll"al, keterangan­
keterangDTISI/4Iu akta resmi yangjnga dimual da1am dajlor pe7V.U11atan. " 

Maksud PaSill 2 ayal (2) UU Nomor I tahun 1974 teiah ditumuskan secara 

tegas oleh Pasal 2 aya1 (I) Peraluran Pemerintah (PP) No. 9 tahun l97S tentang 

pelaksanaan Uadang - undang Perkawinan. Dan tala cara peneamtan 

perkawinanoya lebih lanjut dijabarkan daJam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 

Peraluran Pemerintah tersebut. Kemudian disusul dengan 1Bia cara perkawinannya 

binggn memperoleh akta nikah, yang disebutkan dalam PaSill 10 SOillpai Pasal13 

Petaturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. 

9 A. Mukti Arlo, Masdah Pencai(JJt1JI Perhlwitum dan SDlmyo Pefflrwlnan, Mimbar 
Hukum No..26 TIINVII .1997, AI-Hikmah daniTBlNBAPERAislatn, Jakruta, hal. 51-52. 

l 
: 
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2.1.3. PengertiaD Dan Tujuan Perkawlnan Menurul Hukum Islam 

Perkawinan yang daJam istilah agama disebut" Nikah n ialah ; Melaku.kan 

suatu akad atau perjaqjian untuk mengikalknn diri antara loki - laid dan wanifa 

untuk menghalalknn hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar 

sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan 

hidup herkeluarga yang diliputi """ kasih sayang dan ketentmman deogan cara -

cora yang diridhoi oleh Allah. (Aiuned Azhar, 1977 -10). '" 

Dalam Hukum Islam perkawinan didelinisikan oleh para Ulama secam 

berheda - heda, namun pada dasarnya seluruh definisi mengandung esensi yang 

sama. SecaJa etimologi, nikah ada1oh : 

a. Dalam lll1i sebenarnya (bakikat) nikoh edalah dham yaitu menggabm~gkan 

atau herkumpul, sedang lll1i kiasannya adalah walh 'i yang herlll1i setubuh atau 

akad (perjanjlan pumikahan). 11 

b. Dalam Ensildopedia Islam dikemukakan arti Nikah adaloh menghimpun a!l!u 

xnengumpulkan. ito. 12 

c. Menurut Imam Syafi'i, pengartian hakiki dari nikah edaloh aklld, sedangkan 

pengertian nikah dalarn arti senggama (wath'i) merupakan pengertian yang 

hersifat ""!iazy (kias)." 

Adapun delinisi peli<awinan SCcaJa tenninologi tenllmg nikah : 

a. Menurut sebagian fuqaha. nikah adaloh: "Aked yang mongaedung ketentuan 

imkum keboleban hubungan kelamin dengan lafudz nikah atau ziwaj a!l!u yang 

semakna keduanya.. 

b. Menurut Imam Asy- Syaukani, pumikahan ada1oh : • Aked antara suomi ism 
yang menghalalkan keduanya herbubongan seksual, kala nikah itu sendiri 

secaJa bakiki hennakna aklld, deo secara majazy hermakna persetubuhan 

menurut pendapet yang paling sbohih." 

h'l Soemiyatl, Op.Cit., hal. 8. 
11 Kamal Mucbtar. Ams - astu Hult.wn Islam tentang Putawinan. Bulan Blntang. J- 1987,bol. I. 11 Abdul Aziz Dahlan .. { et nl}. £nsiklopedia lslam.fehtiar Bam Vau Hoeve. Jakarta, «t-

1.jilid VI 1996, haL 1329. 
tl .Asrorun Ni;em Sholeb, FIJIWQ - fatwa Masalah Pemika/N:m dmt Kelt~Ql'ga. Elsas., 

Jalwtt, .,..2, 2008, bol. 1. 

Universitas Indonesia 
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c. Menurut Muhammad Abu Zahrah (Ahli hukum dari Universitas AI -Azhar, 

Cairo) niknh adalab: 

"Akad yang memberikan. fa•dah hukum kebolehan mengadalwn hubungan 
keluarga (suami istri) antara pria dan wani/() dan mengadakan tolcng 
menolong dun memberi baras hak bagi pemililmya serta pemenulu:m 
kewajiban masing -1'110$ing. " 

Sayuti Thalib, SH dalam bulrunya "Hukum Keluarga Indonesia", merumuskan 
Pengertian Perkawlnan menurut Undeng - undang Perkawinan, dilihat dari tiga 
segi pandang : 

a. Perkawinan Dilihat Dari Segi Hukum. 

Perkawinan dipandang dari segi hulrom, karena perkawlnan merupakan suatu 

perjanji!U), dengan demikian baJus terpenuhinya unsur - unsur perjanjian : 

kata sepakal.. ndanya para pihak, adanya suatu hal tertentu dan ndenya causa 

yang halal. Juga dapat dikemukskan sebagai alasan untuk mengatakan suatu 

perkawlnan itu merupakan suatu perjanjian karena : 

a). Caru mengadulrun ikatan perkawinan telab diatur lebih dulu yaitu dengan 

akrul niknh dan dengan rukun I syarat tertentu. 

b). Caru memutuskan ikatan perkawlnan juga telah diatur sebeluranya yaitu 

dengan prosedur talak, kemungklnan fusakh, syiqaq dan sebagainya. 

b. Segi Sosial Suatu Perkawinan. 

Dalam !llliSyatakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian umum, ialab babwa 

orang yang berkaluarga atau pemah berl<eluarga mempunyai kedudukan yang 

lebih dihatgai dari mereka yang tidak kawin. 

c. Pandangan Perkawinan Dari Segi Agama, suatu segi yang sangat panting : 

a). Dabum agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. 

b). Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak 

dilrubungkan menjadi suanti istri atau soling minto menjadi pasangan 

hidupnya dengan memperganukan nama Tuhan Yang Maba Esa. 

Dari definisi - definisi pemikaban tetsebu~ tidak terdapat perbedaan yang 

mendasat antara pendapat yang satu dengan laianya. Yang menjadi prinsip dalam 

definisi tetsebu~ nikah adalah yang mengakibatkan laki-laki dan perempuan halal 

melakakan hubengan seksual. Babwa, pemikahan adaleb suatu akad atau ikatan 

yang menghalalkan hubuagan kelantin antara laki - Jaki dan perempuan dalam 
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rangka mewujudkan rumah tangga yang bohagia lahir balin dengan lata care yang 

diridhoi Allah SWT yaitu : 

a. Tujuan dasat Perkawinan adalah untuk mengembangbiakkan keturunan 

manusia secara sah, Melestarikan Manusia dan Memperbanyak Umat Islam, 

sesuai dengan Finnan Allah SWT : 

" Hal sekalian manus/a, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakmunu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan 
istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laid - /aki 
dan perempuan yang banyak ... " ((JS. An-Nisa : 1). 

Sahda Nahi SAW selanjutnya : 

" Nikahilah cleh kamu sekalian wani'la yang kalian cinJai yang dapat 
memberi ketunman yang banyak Sesangguhrtya alcu pada hori kiamat nanti 
di di:pan umat-umat nabi yang lain akan bangga dengan jumlah kalian yang 
banyak.(Ahmad dan Ibn Hibban)." 

Melestarikan manusia dan memperbanyak umat Islam adalah perinlllh 

Allah secara langsung dalam AI - Qumn. lni berbubungan dengan penciptaan 

man usia dan kew'liiban membentuk karakter manusia yang !abir sesuai dengan 

ajaran Islam agar menjadikannya sebagai analc yang salah serla 

bertanggungjawab terbadap kesejabten!an analc di dunia dan keselamatan 

analc di akhin>t. Bila diabeikan adalah dosa besar. 

Dari satu orang manusia (Adam AS) diolptakan Allah jodobeya dari 

jenis yang sama (Hawa), mereka berkasih·kasihan den melabirkan manusia 

yang banyak. Agarnalslam memerin1llhkan agar lll11lllnya segem menikah den 

melahirkan keturanan yang banyak. Sabda Rasulullah SAW : "Kawinilah 

oleh kamu wanita-wanita penyayang dan peranak (subur), malca sesungguhnya 

aku alcao bennegab·megaban dengan banyalmya kamu itu terbadap nabi-nabi 

yang lain di hari kiamat." 

b. Memperoleh Kesenaogan Seksual g...,.. Beoar. 

Hubungan seksual secara liar mengandung banyak resiko. Dnsanya 

amat besar dan mendatangkan banyak penyaki! berbahaya. Juga jika dari 

perbuatan itu menghasiikan anak, malca lidalc ada bepalc yang sah yang hams 

bertanggungjawab. Analc tidalc mendapat kasih sayang, pendidikan, hale biaya 

bidup, hale kewarganegarsan dan sebagainya. 
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Sabda Rasulullah SAW : 

" Hai sek.alian pemuda , barongsiapo di an/01'4 kamu yang telah 
sanggup untuk kawin, maku hendaldah Ia kawin. Maka sesungguhnya kawln 
itu mengahalangl mala (lrepado apa yang dilarang oleh agama) dan 
memelihara iehonnalannya. Don barangsiapa yang tidak sanggup kawin 
hendaklah Ia berpua.ra (dari yang haram itu ). Maka sesuagguhnya pUOl!O itu 
ia/ah perisoi baginya. " (HR Bukhari dan Abdulah bin Mas'll4J. 

Perkawinan menurut agama Islam adalah perinlah langsung Allah 

dalam Al- Quran. Setiap perkawinan yang didasari ruat ikhlas sebagai ibadab 

wajib dalam rangka pengabdlan kepada Allah akan mendapat karunja yang 

besar. Allah akan menumbubken kasih sayang diantara merelo!. Allah akan 

memberi rlzki dari beri>agai pintu yang tidal< terduga-duga. Keikhlasan dan 

pengabdian mereka akan dibalas Allah dengan karunia yang amat banyak. 

Mereka saling berttsaba, bekeda menurut kemampuannya masing-masing, 

menjalanken tanggungjawanya masing-masing, sating membantu, soling 

memberi, sa[ing menyayangi~ sating menghormati, saling mernbela. saling 

memberi, soling mengisi kekurangan masing-masing, soling menutupi 

kekurangan dan kelemahan pasanagannya demi kelancanm hubungan 

lromunikasi, kebabegiaan dan kenyamanan hidup rumah tangs. Rumah tangga 

akan membentuk masyarakat barmonis, aman dan tenteram. Fitman Allah : 

"Don dlantara tanda-tanda (lrebesaran dan kekuasaan-Nya) bahwa Ia 
rnenciptakan Ullluk kamu jodoh-jodoh agar kamu cendenmg kepadanya dan 
menjadlkan di anta7a kamu rasa clnta dan kasih sayang; Sesuagguhnya pado 
hal yong demikian itu terdopat Janda- Ianda kebesaran dan kekuasaon Allah · 
bag/ merekayangberfikir." (QS: Ar Rum: 21) 

c. Untuk Mengikuti SUIIllJlb Rasulullah SAW. 

Scbagai umat Muhanli!llld ldta hams mcngikuti sunnahnya. Rasulullab 

SAW mengajak semua umat Islam menikab dan melahirl<an keturunan yang 

ban yak agar umat Islam herkembang biak. Orang yang tidal< menikah tidaklah 

mengikuti sunah RasulullshSAW ; " Maka barangsiapa yang beuci kepada 

kepsda sunnahku, maks bukanlah ia termasuk ( umat) ku." (HR Bukhari dan 

Muslim). Pemikahan itu sdalah ibadab wajib bagi orang yang mampu. Jadi 

pahalanya sangat besat. Pemberian untuk menalkahi keiiJlU!lll mendapat dua 

pahala. Pemberian nafkab (in!Bk di jalan Allah) wajib kepada keliJlU!lll sdalah 

solah saiU jalan yang diperinlahken Allah. 

Unlversftn fndonesla 
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d. Untuk Melahirkan Keturunan yang Sah. 

Anak yang lahir di lua:r nikah dianggap tidal< punya bapak. Dia hanya 

mempunyai hubungan keperdalaan dengan ibunya saja. Anak tersehut tidal< 

mendapatkan hak-hak apa pun dari hapaknya. Setiap anak yang lahit, 

mestiaya meruiliki bapak yang mengakuinya. Agar seorang anak mendapatkan 

bak-hak penub sebagai warga negara harus ada bapak yang mengakuinya agar 

jelas pula bak-bak den kewajibannya. Jadi harus ada pengakuan agar jelas 

siapa yaag bertanggung jawab penub terhadap pendidikan. biaya hidup, 

administ!:asi kependudukan dan siapa yang wajib dan berwenang menjadi 

walinya. Adalah tidal< mungkin seonmg anak lahir tanpa bapak. Menurut 

Agama Islam berltuhungan seks tanpa nikah diianmg keras. Hal itu adalah 

zina yang merupakan salah satu dosa yang sangar besar. 

Finnan Allah : 

" Tiap sega/a sesuaJu h:uni jadil«m herpastmg-pasangtm (jantan dan betina) 
mudah-mudahan h:unu menerima perlngatan. "(QS: Adz Dzarriyat: 49). 
"Maha Suci (Allah) yang telah menc/plai«m semUil'!)!a herpa.stmgang­
pasangan, bailc dmi apa yang ditumbahi«m okh lnnni dan dmi diri merelra 
sendiri, maupundmi apayanglidakmerelrakelahui. "(QS: 36: rasm: 36) 

e. Untul< Mencari Rezeki yang Halal. 

Perkawtann ndalah berkumpul dan bersatuuya dua kekeatan dahsyat 

yang saling melengkepi, sallng memhantu, soling menyempumakan antam 

satu dan yang lannya. Dari ketentuan Allah manusia laki-laki dan perempuan 

adalah sama. Secara nyata terdapat bebempa per:samaan yangjelas antam laki­

lald dan peremplllUt dalam menunaikJm kewajiban menllnll hokum Allah. 

Hanya yang membedakan manusia yang satu dan yang lainnya adalah amal 

ibadah yang dilakukennya. Pe""""aan dalam menjahutkan perintah Ailab 

antam lald-Jaki dan perempuan antam lain : 

a). Sarna wajib meiaksanakan tugas yang telah ditentukan Allah. 

b). Sarna wajib menyembah Allah. 

c). Sarna wajib berusaha untuk kapentingao dunia dan akbirat. 

d). Sarna wajib berbuat baik dan meninggalkan yang munglw. 

Dengan meiaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan Ailah 

mereke akan memetik buab dari semua usabe dilakakanaya seperti yang telah 
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dijanjikan Allah. Kelahirnn manusia ke dunia membawa berkah yang sangat 

banyak yang telah diberikan Alah. Untuk dipeliham dan dimanfaatkan. 

Semuanya mendalaogkan kesenangan dan kepuasan umat manusia. Allah 

menjanjikan bila manusia megganakannya di jalan yang diperintahkan Allah 

sebagai imkti tanda manusia bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan 

karuniannya itu. Tetapi bila diganakan utuk kepentingan yang tidak diridhoi 

Allah, maka Allah berjanji akan memberikan al1!b yang teramat pedih. 

Perkawinan adalah salah satu pintu rahmat dan berkah yang akan dilimpahkan 

Allah. 

f. Menjadi Sumber Amal fbadab yang banyak. 

Mencari n.tkah untuk keluarga adalah jihad fisabilillah. Member! 

n.tkah untuk keluarga pahalanya ber6J1!ll ganda. Memberikan hak keluarga 

keJ1!lda orang lain adalah dosa besar, !<arena lemlosuk pengkhianaum. kecuali 

jlka ada keseJ"'katan antara semua anggota keluarga dengn ketentuan bahwa 

semua keperluan keluarga telah terpenuhi. Keluarga adalah anggota satu 

keturunan dalam garis lurus ke atas, ayah dan ibu dan dua dO(jat di -nya. 

Garis imus ke bawah, anak dan dua derajat ke bawahnya. 

g. Memudabkan Kehidupan Sehari·Hari. 

Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mempunyai 

ketergantungan keJ"'da makbluk lainnya yang sejenis dan yang tidak sejenis 

untuk memennhi nalari dan instiugaya. Semua makbluk diciptakan Allah 

berpasang·pasangan agar mereka hidup berdampingan dengan J1!lsanglUlllya. 

Manusia sebagai makhluk sosial juga tidak dapat hidup sendiri. Lald·laki dan 

perempuan masing·masing mempunyai kelebihan dan kekarangan. Uutuk 

memenuhi kekarangan·kekarangannya meraka memerlukan pesangan. Untuk 

memanfaatkan kelahihannya meraka memerlukan J1!lsangan. Jadi pasangan 

suami istari dalam pericawinan adnlah untuk saling member! dan menerima. 

Jadi jika hidup dengan pasangan seoam benar akan telbebas dari kesulitan dan 

beban hidup yang bemt sekalipun. Sepasang manusla memiliki sitilt saling 

membutubkan dan keterganlllngan keJ1!lda pasangannya masing-masing. 
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h. Menghindari Penyakit Kelamin. 

Berbagai jenis penyakit kelamin )'llllg sangat herbahaya dapat timbul 

akibat huhengan seksual secara liar, ilegal dan harnm. Hal itu adalah dosa 

hesar. Setiap dosa mendatangkan kesengsanaan. Kesengsanaan alllu siksaan 

akibat dosa hesar akan diperlihatkan Allah di dunia dan di akhirat Onmg )'lll1g 

melakakan hebungan seksulll secara liar dan ilegal akan diparlihatkan Allah 

melalui kehinaan dan cela yang hesar di dunia dan disediakan neraka jahanam 

di akhirnt kelak. Dalam pembangunan hokum nasiona~ hokum Islam, 

disamping hokum - hokum lainnya menjadi sumher referens~ katena cukup 

hanyak asas yang heetifat universal yang dapat digunakan dlllam panynsunan 

hukum nasional. 

2.1.4. Syarat Sahnya Perkawinan Menurnt Hukum Islam 

Sah tidaknya suatu perkawlnan merupakan hal terpenting dahan membina 

keluarga I rnmah tangga, katena dengan sahnya perkawlnan maks status hukum 

atas seseorang dapat herubah, demikian juga segala perilUatan hokum memi!iki 

akibat haksm, yang dapal dituntut pertanggang jawahanaya sesuai dengan 

kedudakan subyek hulrum atas status hokumnya. Perkawinan dalam Islam tidal< 

semata - mala hubungan kaperdalllan biasa, akan tetapi merupakan sebuah aksd 

yang sangat keat (mitsaqan glwlidzan) untuk menaati pedntah Allah dan 

melaksanaksnnya merupakan ihadah. Perkawinan juga merupaksn wndah 

kebutuhan biologis manusia yang wajat dan dlllam ,Yaran uahi perkawlnan 

ditradisikea sehagai sUIIJI81 Nabi, sebagaimana dahan badits : " Barang siapa yang 

menikah, herarti Ielah menjalaakan setengah dar! agamanya, dan harang siapa 

yang tidal< menikab bukanlanlah masuk golongan Muhammed (agamalslam)." 

Katona ilu, perkawinan )'lll1g sarot nilai dan bertujuan untuk mewujudkea 

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, ini memiliki ruken den syarat 

tertentu )'llllg horus dipenabi, agar tujuan syari'at Islam dalam perlcawinan 

ten:apai. Dinyalskan dlllam killlb A!-Fiqh 'ala Mazabib al· Aihe'ah : " Nikah 

Fasid adlllah nikah )'lll1g tidal< memeuahi salah satu dar! syarat - syaratnya, 

sedangkan nikah hatil adlllah apahila tidal< memenubi salab satu rukunnya, 

Hokum nikab tllsid dan batil adalah sama yaitu tidak sab." 
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Dengan demikian menurut hukum Islam suatu peticawinan adalah sah jika 

memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Tidak terpenahinya ketentuan -

ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut akan membuat status perkawinan 

menjadi tidak sah. 

Perbedaan antara rukun dan syarat pemikahan adalah rukan nikah 

merupakan bagian dari hakekat petkawinan, seperti calon mempelai pria dan 

wanita, wali dan snksi pernikalum. Semua itu merupakan hakekal dari pemikahan 

dan tiduk mungkln terjadi suatu pernikalum kalau tidak ada misa.lnya caJon suomi 

atau calon istri, Syarat nikah adalah suatu yang harus ada dalam petkawinan, 

tetapi tiduk tennasuk salah satu bagian dari hukekal pemikahan, misalnya syarat 

seornng wali adalah luki -laki, baligh, berukal dan sebagainya. 14 

Sementara itu para Ulama herbeda pendapat mengenai apa "'I• yang 

termasuk rukan nikah tersebut Menurut Imam Hanafi dan Dead A:L - Zahiri 

menyalakan bahwa wali bukan merupakan rukun nikab, artinya dalam kondisi 

tertentu ukad nikah sah tanpa wall, sebagal alasan, keduanya menyatakan bahwa 

dalil yangjelas yakni nash sharih baik dalam AI- Qur'an maupnn hadits tiduk ada 

yang menyatakan wali adalah rukun nikah. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik 

dan Imam Ahmad ihn Hanbal yang menyatakan bahwa wali adalah rukun nikah 

dalam kondisi apapun Disisi lain, Madz.bab Maliki berpendapat bahwa sahnya 

suatu ukad nikah yang tidak dihadiri snksi dalam ml!ielis ukadnya, dengan 

ketentuan sebelum teljadi hnbungan badan barus dibaritabukan psmikahan 

mereka kapada masyarakal secara terbuka. Imam Malik juga berpendapat bahwa 

mas kawin I tnahar termasuk dalam rukun nikah. 

Tet!epas dari adanya perbedaan pendapat tersebut sehngai masyarakal 

muslim Indonesia yang umumnya bennadzbab Imam Syafi'i muka ditentukun 

bahwa rukun nikah itu ada 5 (lima) yailu : (I) Calon mempelai luki - luk.i, (2) 

Colon mempalai wanita, (3) Wal~ (4) Dua orang snks~ (5) Sigbat atau ijab Kabul. 

Rumusan ini kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam lns1ruksi 

Presiden Nomor 1 tabun 1991, PasaJ 14 dan berlukn menyeluruh bagi umatislam 

di Indonesia. 

1
" Mah.rnud Y~ 1/riJ:um Perlr:awi~WJ dalam Islam, AI - Hidayah. Jekarta, cet> ke 4, 

1968, hal.15. 

Akta Kelahiran..., Siti Soraya Dewi Zaeni, FH UI, 2009



22 

Adapun sylll1ll perlmwinan betdasarlmn rukun nikah dalam bulmm Islam 

adalab: 

.. CaJon mempelai pria, sylll1ll- syaratnya ; 

!). Bemgama Islam 

2). Laid- taki 

3). Jelas orangnya 

4). Dapat memberilmn persetujuan 

5). Tidal< terdapat halangan perl<:awinan 

b. Caton mempelai pemnpuan, ayamt- ayaratnya : 

1). Beragama Islam 

2). Perempuan 

3). Jelas orangnya 

4). Dapat memberilmn persetujuan 

5). Tidal< terdapllt balangan perl<:awinan 

c. Wali nilmb, ayarat- ayaratnya: 

1). Laid -laid 

2). Dewasa 

3). Mempunyai hal< pewalian 

4). T!dak terdepot halangan penvalian 

5). Adill cerdas 

d. Saksi almd nilmb, aylll1ll- sylll1llaya : 

!). Minimal2 (dua) orang saksi laki -laki 

2). Hadir dalam ijab qabal 

3). Dapat mengerti maksud almd 

4). Bemgama Islam 

5). Dewasa 

6). Adil 
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Adapun dasar hukumnya adaloh dari Siti Aisyah, bahwa Nabi 

Muhammad SAW bernabda :" Tidak sah suatu akad, keouali ( dihadiri) wali 

dan dua onmg saksi yang adil. " (HR. Ad- Daruqutny) 

e. Sighat lljab qabul syarat- syaratnya : 

1). Adanya pemyataan mengawinkan dari wali 

2). Adaoya pemyataan penerimaan dari mempelai pria 

3). Antara ijah dan qabul bemambungan 

4). Aatara ijab dan qabul jelas maksudoya 

5). Memakai kata- kata nikab, tazwij alBu teljemahao dari kata nikah tazwij 

6). Orang yang berkaitan dengan ijah qabul tidak sedang daiam lreadaan 

ibnun baji I umroh 

7). Majelis ijoh qabul harus dihadiri minimum 4 (empat) onmg, yaitu : eaton 

mempelai pria alau wakl!nya, calon mempe!ai wanita atau walinya, dan 

dua orang saksi. 

Beberapa hal berlrenaan dengan ijab qabul atau akad nikah daiam hukum 

Islam, sehagai berikut : 

a. ljoh Qabu~ adaJah pelakaanaan meugikatkan diri daiam peri<awinan yang 

dilalrukan pengantin laki -laki dan pengantin perempaan ; 

b. Wali pibak perempuan, mcngenai wajib tidakaya mempunyai wali ataupun 

mengenai m"'""" wali dan pengerliwmya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa 

perempaan yang kowin wajib pakai wali dan wali itu meropakan syarat salt 

nya peri<awinan ; 

c. Persetujuan loodua mempe!ai, habwa kedua mempelai menya!Bkan setuju 

untuk me!angsungkeo peri<awinan da!am lreadaan sehat jasmani dan rohani 

serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siupapun; 

d. Mempelai laki - laki melakaanakan seodiri pengikatan ditinya daiam akad 

nikab, dapat diwakilkan dalam keadaan - ; 

e. Dua orang saksi; 

f. Mahar atau sadaq ; 

g. Mempelai laki - laki hendakaya mengocapkan !jab, karena m011lpakan inti 

daiam ssetu petjanjian meagikatkan diri dalam peri<awinan. 
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lni berarti bahwa bagi umat Islam jika suatu perkawinan Ielah rnemenuhi 

syarat sub dan rukan nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, rnaka perkawinan 

t'"""but adalnb snb =ora bukum Islam. Adapun mengenai mahar atau mas 

kawin, para Ulama sepakat 1llltUk rnemasukkannya sebagai salnb satu dari syara! 

sahnya nikab. Umumnya, mas kawin dlberikan pada waktu akad nikah secara 

tunai, meskipun pemberian mabar hukumnya wajib bagi colon S1llllOi, namun tidak 

menjadi rukan nikah. Oleb karena itu walaupun padn waktu akad mas kawin 

belum diberikan, akadnya tetap sub. 

2.1.5. Penealataa Perkawtaan Dan Akibat Hukumnya 

Dalam suatu Negara, segala yang berkaitan dengan pendudul< dan segala 

kepentingannya barus dicatat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan lain 

sebagainya, kbusus mengenai perl<awinan karena merupul<an suatu perbuatan 

hukum yang berimplikasi sangat luas, baik dalarn bubungan kekeluargaan 

kbususnya, maupun dalam kebidupan bermasyamkat dan beruegara padn 

umunmya, sahingga perl<awinan barus dicatat 1llltUk menjaga agar tidak adanya 

pihak yang dirugikon kemudian hari. 

Sebelum berlakunya UU Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan, 

beberapa peratunm pencatatan perkawinan di Indonesia yaitu : 

a. Ordonansi Camtan SipillllltUk golongan Eropa (Stb.l849 No.25); 

b. Ordononsi Catatan Sipil untul< golongan Cina (Stb.l917 No.l30 jo Stb.l919 

No.8!); 

c. Ordonansi Catltan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia (Stb.l933 No. 75 

jo.Stb.l936 No.60?); 

d. Ordonaosi Calatan Sipil untuk Perkawinan Campumn (Stb. 1904 No.279); 

Peratur.ln - paratur.ln tersebu1; merupakan pelakaanaan pancanmm 

perkawinan yang dilakaanakan berdasarkao katentuan Burgerlijk Wetboek (BW­

Stb.l847 No.23) dan peratumn Perkawinan Campumn ( Stb. 1898 No.I 58). Pada 

awalnya, pelaksanaan panoatatan perkawinan dan calalan sipil padn umunanya 

adalnb didasarkao padn perbedann golongan panduduk sebagaimana dipisnbkan 

atau dibedul<an berdasarkao pasal 163 LS, subingga ada catatan sipil 1llltUk 

golongan Eropa, golongan Timur Asing (Cina) dan Timor (T'nnur tengall, India) 

Unlwl<silaslndonesla 
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dan golongan pribumi Kristen. Namun, sejak Ketua Presidium Kabinet Ampera 

mengeluarl<an lnstruksi tertangga! 27 Desember 1966 No. 31/UIIN/1211966 

kepada Monteri Kehakbmm Republik Indonesia dan Kantor-kantor Catalan Sipil 

di selurub Indonesia, untuk membuks l<antor -l<antor tersebut bagi selurub rakyat 

Indonesia, dan hanya membedal<an Warga Negara lndnnesia (WNI) dengan 

WargaNegaraAsing (WNA). 

Bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam, pencalatan perkawinannya 

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Talak dan Rujuk alas dasar 

kelantuan UU nomor 22 talmo 1946 tentang Pencatlltan Nikab, talak dan Rujuk 

yang berlaku untuk palau Jawa dan Madura. Kemudian S<>jak ditetapkannya UU 

no.32 tllhun 1954, UU no.22 tllh11111946 dinyatlll<an berlaka untuk selurub daetllh 

di luar Jawa dan Madura. Ketentuan terakhir yang mengatur pencatatan 

perkswinan urnat Islam di Indonesia, puda Pasal 5 Kompilasi Hukurn Islam I Kill 

(lnpres No.I tllhun 1991), menyatlll<an behwa: 

Pasal 5 (/) Agar teljam/n hltertibtm perkawlnan bagi mosyarakot Islam, 

seti'ap perkawinan harus dieatat. 

(2) Pencatatan perkawinan terseb111 pada ayat (/) dilalrukan o/eh 

Pegawai PencaJat Nilrnh sebagai111lm() diaJW' da/am Undcmg -

undang. 

Setelab berlakunya UU No.I tllhwt 1974 tentang Perkawinan, diatur 

dalam Pasal2 ayat (2) yaitu : " Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peratur an 

perundang - undangan yang berlaka.", mengenai pencatalan perkawinan ioi, 

peraturan pelakaananya dijelaskan secara dctajl dalam Pasal 3 sampai dengan 

pasal9 PP No.9 tllhnn 1975. 

Selama masa pluralisme I sebelum berlakunya UU No.I tllhun 1974, 

perl<awinan diartikaa secara beragam. Golongan yang tunduk pada BW merujuk 

pada Pasal 26 BW, mengartikaa perkawinan sebagai persoalan yang berkaitun 

dcngan hubungan keperdataan S!ija, sementara bagi golongan peududuk yang 

beragama Islam, perkawinan tetap dipandang sebagai perbualan keagamaan yang 

prosedur dan tala earanya harus dilakaanakun menurut Hukum Islam. 
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Untuk golongan yang memaharni sahnya suatu perkawinan ditinjau dari 

sudut l<aperrlataannya saja. adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat I 

didaftar peda Kantor Catalan SipiL Selama perkawinan belum didaftar, 

perkawinan tersebut masih belum dianggap sah meaurut lreteatuan hukum 

sekalipua mereka telah memenuhi prosedur dan lata eara rulrun dan syarat dalam 

hukum agama. Sehingga dari hal tersebut, ada kemoogkinan timbulnya ape yang 

dinamokan 'anak baram perdata', disamping istilah anak haram menurut 

ketontuan agama. Sedangkaa bilamana perkawinan ditinjau sebagai perbuatan 

agama maka peneatatan perkawinan hanya memenuhi adminislrasi perkawinan 

yang tidak menentukan sah tidaknya perkawinan. " 

Peran pencatatan perkawinan berkaitan dangan Akta I Sumt Perkawinan 

dalam kehidupan dan status anak yang dilahirkan sangnt punting karena akta/surat 

kawin merupakan bukti otentik mengenai sahnya perkawinan, tanpa Aida 

Perkawinan/Sumt Kawin, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersehut, secara 

hukum diberlakukun pasal43 ayat (I) Undang- undang Perkawinan Nomor I 

tabun 1974; 

a. Anak yang dilahirkan di luar kawin hanya mempunyai huhangan perdata 

dengan ibunya dan keluargn ibunya 

b. Anak yang dirnakaud dalam ayat ( l) paso! ini dapat diakui oleh uYahnya. 

e. Anak yang dimaksud ayat 2 pasal ini dapat disahkaa dengan perkawinan. 

Dengan demiltina peneamron perkawinan sangat punting untuk pl"iNBnlive 

action danjugn good interest, terutama bagi DaS!D dan masa depan si anak. 

Mengingat betapa pentingnya peneatatan perkawinan, maka tinp-tiap 

purkawinan barus di<:atat menurut penaturan yang berlaku (pasal 2 uYat (I) 

Undang-Undang Perkawinan nomor I tabun 1974). Bita perkawinan yang 

dilangnungkaa tidak dieamt, maka ak:ibat hukumnya ; 

a. Perkawinan Dianggnp Tidak Sah. Meskipun perkawinan yang dilangsungkan 

sah menurut hukum agama dan kepemlyaannya. namun dimata Negnra 

perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Pegnwai Peocatat 

Niltab (PPN) olah Kantor Urusan Agnma atau Kantor Catalan Sipil 

u Abdurrshman, Sedikit te1lliJng MO$Q/ah Pencatatan Perltawiruut di lndmtesia dalam 
Masalah- m(1$a/ah Perhzwinan di lndor;esia, Almnni, Jaltarta. I WI. bal. 10. 

i 
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b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdala dengan lbu dan Keluarga !bu. 

Anak-anak yang dililhirklm di luar perkawinan alau perkawinan yang tidak 

ten:atat, selain dianggop anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubangan 

perdaia dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang 

Perkawinan No. I tahun 1974). Sedang hubungan perdaia dengan ayah nya 

tidakada. 

e. Anak dan lbunya tidak Berbak alas Nalkab dan Warisan. Akibat lebih jauh 

dari perkawinan yang tidak tenmlat adaJah, baik isteri maupun anak....,ak yang 

dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berl!ak menuntut nalkab ataupun 

warisan dari ayahnya. 

Atas dasar pernikilan tersebui, maka kita dapat melihal urgensinya 

peneaU!Uin perkawinan itu, yang semala - mala bertujuan untuk mewujudkan 

adanya kepastian hukam, ketertiban hukam dan perlindungan hukam 

alas perkawinan. Karenanya maka peneaU!tan perkawinan merupakan 

persyaralan formil sahnya perkawinan. PersyaraUin tersebut bersilill procedural 

administrative. 16 Dan bagi mereka yang rnelalculwt per:kawinan menurut agama 

Islam, peneatatan perkawiaannya dilakekan di Kantor Ul'US811 Agama (KUA). 

Dalam agama Islam, peneaU1tan Perkawinan yang merupakan perintah Pasal 2 

ayat (2) UU. No.I tahun 1974, sebagai perwujadan slyasah syar'lyyah dari 

perintah yang harus dbanti demi terwujadtmya kemaslahalan dalam kehidupun 

berumah tangga, dan menolak kemangkinan dikemudilln hari adanya 

pengingkaran alas perkawinannya dan akibat hukam dari perkawinan itu sendiri. 

serta melindungi dari.fimah dan tuhrtulh atau qoukif(tudahan zina). Dan perintah 

atau bukem Negam merupakan kewajiban sebegai se<mUlg muslim. 

Dengan adanya peneatatau perkawinan, maka eksistensi perkawinan 

secara yuridis formil diakuL Sehingga dapat dilllrik kesimpulan bahwa suatu 

perkawinan dianggop sah apabila memenuhi dua syalllt : 

a. Telab memenuhi ketentuan hukam materii~ yaitu telah dilakekan dengan 

memenuhi aturan yang ditentukan delam hukam agama (bagi O""'l' Islam 

tetpenuhinya semua syarat dan rukun menurut syari'at Islam). 

15 Ibid, hal 47. 

Unlvetaffas tndonetla 

' 
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b. Telah memenahi ketentuan hukum form!~ yaitu telah dicatatkan oleh Pegawai 

Pencatat nikah (PPN) yang berwenang. 

Harus diakui ketentuan yang mengahlr tentang sahnya perkawinan dan 

pencatatan perkawinan, kurang jelas signifikasinya, sehingga <lalam praktek 

seringkali menimbulkan herhagal inl<lpretasi, yang menyebahkan kepastian 

hukum menjadi tidnk t=pai. Terdapat heherapo 11U!S8lah tentang penentuan 

sahnya perkawinan yang memhawa implikasi pads pencatatannya, yaliU kapan 

waktu sahnya peikawinan itu diakui. Apak.ah waktu perkawinan itu dilangsnngkan 

secara sah menumt masing-masing hukum &glllllllllya dan kepercayaannya itu? 

Ataukah pads waklu pencatatan? Masalah ini tentunya tidak ada, apabila waktu 

pelangsungan perl<awinan dan waklu peneatatan peikawinan dilakuknn pads barl 

yang soma. Menjadi masalnb apabila terdapat peJbedaan waklu anblra 

pelangsungan perkawinan yang dilakukan dengan tatacara masing-masing hukum 

agamanya dan kepercayaannya ltu, dengan waktu pen-.. peikawinan. Karena 

dengan terpenahinya rakun dan syarat sah perl<awinan secara agama sudeh 

dlanggap sab, alcihalnya banyak perkawinan yang tidnk dicatatkan. Bisa dengan 

alasan biaya yang maha~ prosedur herbelit-belit atan untuk menghilangkan jejak 

dan bebas dati tunlutan hukum dan hukuman adiministmsi dati atasan, kbususnya 

wttuk perl<awinan yang kurangnya syarat materiil perkawinan Pe!bwinan tuk 

dioatatkan ini dikenal dengan istilah Pe!bwinan Bawah Tangan 1 Kawin Sirri. 

2.2 KEDUDUKAN KAWIN SIRRI DAN ANAXKAWINSIRRI 

Dalam sistem bukam positif nasional di l.ndonesia tidnk dikenal istilah 

kawin sirri. Pengertian kawin sirri yang selama ini herken1bang di masyatukat 

adalah mengenal perkawinan yang dilangsnngkan seeara diam - diam, tanpa 

mengnndang dan atan memberitahakan lrepada kbalayak masyamkat mengenai 

pelangsungan perl<awinan tersebut, yang setelah hertukunya UU Nomor 111974 

secara elbktifpads tanggall Ol<toher 1975, istilah kawin sirri dikenaljuga dengan 

istilah kawin hawah Iangan. 

• . 
. 
.. 
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Jstilal! kawin sirri seoan etimologi kata sirri berasal dari bahasa Arab, 

yang arti harfiahn)'ll adalal! 'rahasia', 11 jadi kawin sirri artinya pemikal!an yang 

dilangsungkan secara diam- diam (secret marriage). Menurut tenninology Fiqb 

Maliki, nikab sirri adalal! ; • Nikah dimana pan! saksi dlpesan oleb suami agar 

merahasiakan pemikahan ini untuk isrrinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga 

setempat" 

Dalam parkembangarmya, pengartian dan praktek kawin sirri yang 

berkembang debun masyarakat Indonesia menurut Prof.Drs. H. Masjfuk Zbudl, 

dibagi dalam 3 (tiga) tipe I bentuk: 

Pertoma, Nikab sirri yang diartikan sebegai nikab yang dilangsungkan menurut 

ketentuan syari'at Islam (telah terpenuhi rukun dan S)'ll!Bin)'ll) tetapi 

masih bersifut intern kainarga, belum dilalrukan penealalan oleh PPN 

dan belum melakaanakan upacara pemikahan (wa/imatul 'we). 

Kedua, Nikab sirri yang dilangsungkan menurut syariat Islam (meJlll'llubi 

syarat dan rukun nikab), dihadapan PPN dan telah memperoleh salinan 

buku o.ikab. narnun masih bernililt inmm keluarga dan belum 

melalrukan resepsi pemikahan. Suomi istri ternelan pun belum tinggal 

bernama. 

Ketiga, Nikal! sirri yang dilalrukan menurut syariat Islam (memennhi syarat 

dan rukun nikab), narnnn karena terbentur PP No. 10 lahun 1983 junto 

PP No. 45 lahun 1990, pemikaban tersebut masih bernilill lnlem 

keluarga, seeara diam- dlam untuk menghindari hulruman disiplin. 

Dari ketiga bentuk kawin sirri ternebut, menurut Prof.Drs Daad Ali, SH 

yang sebenarnya mengandung pengarrian pemikaban sirri sesunggubn)'ll adalah 

tipe ketiga, sementara tipe pertama dan kedna tidak tertnas1lk kewin sirri, kanena 

tidak terpennbi unsur sirri, )'llitu pemikahan yang 'sengaja' disembunyikan, 

SUpa)'ll tidak dikalahui oleh otang Jain. 

.Mapun yang dimaksnd dengan kawin sirri yang dilakukan dengan itikad 

baik dalam pembahasan ini, adalah kawin sirri dengan tipe pertama ternebut. 

17 Mahmud Yunus. Kamus Arab- lMonesia, Hidakarya Agung, Jabrts, cet J, 1989, 
haLl67. 

~·------
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Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kawin sirri adalah perkawinan 

yang dilangSIUigkan menurut syari'at Islam lerpenuhinya syarot dan rukun nikab. 

nam.un lairena suatu hal dan lain sebab pemikahan terseimt dilangSIUigkan secara 

diam - diam dan dirahasiakan oleh pam saksi agar tidak dikelahui oleb orang lain, 

belum dicatatkan o[eb PPN dan belum melakokan resepsi pemikahan atau 

walimatul 'ur.r, hanya imem keluarga saja yaog mengetahui pemikahan tersebut. 

2.2.1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawin Slrri 

Dalam hukum Islam, akad pemikahan adslsh suatu perbuatan hukum 

yang sangat panting dan mengandung aldhat - aldbat hukum serta imnsekuensi -

konsekuensi tertentu sebagaimana yang Ielah ditetapkan oleb syari'at Islam. Maka 

untuk menentukan sah atau tidaimya suatu perkawinan diperlukan 

ketelitian dalam menggunakan dalil- dalil syar'i- nya (AI-qur'an, Sunnsh, Qiyas 

dan sehagainya). Sebab jika salsh menempkan dalil - dalil syar'i nya, akan 

merugikan pihak tertentu aldimt dari perkawinan tersebut. 

Kawin sirri juga merupakan salab satu perkawinan yang masih 

diperdehatkan sah atau lidaknya oleh pam Ulama. Berkaitan dangan hal ini 

terdapat dua golongan Ulama, golongan pertama yang menyatakan kawin sirri 

sah, sedangkan golongan kedua yang menyalllkan kawin sirri tidak soh, yaitu : 

a Golongon Pertama adslsh menurut Jumhur Ulama. 

l!ahwa, jika saksi yang hadir dipesan oleb pihak yaog mengadakan akad nikah 

agar merahasiakan dan tidak menyebarluaakan berita perkawinan kepada 

khalayak ramai, maka perkawioannya tetap sah. Sehaliknya, meskipun 

perkawinan itu di umurakan atau disebar luaskan, tetapi katika akad nikah 

berlangsang tidak ada satupun saksi yang menyaksikunnya, maka perkawinan 

tersebut tidak sah." 

hal.61!. 

1). Hedits Rasulullah SAW dari lbnu Abbas : "Pelacur yaitu percmpuan­

percmpuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi. • 

2). Dari Aisyah, Rasulullsh SAW belsabda :" Tidak sah perkawinan, 

kecuali dengan wali dan dua omng saksi yaog adil". 

11 &yuti 'Ihalib, Hr.tl;um KeltltlTga lnd0118Sia. Universitas Indonesia, Jakarta,. ect s. 1986, 
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Kata tidak sah disin~ menunjukkan tentang mempersaksikan terjadinya 

ijah qabul merupakan syarat sah petkawinan. 

3). Kanene dikemudian harl dari perbwinan tereebut lahir seorang anak 

yang akan terlibat dalam hak kedua belob pihak yang menikob, mako 

disyaraikan adanya saksi !retiko akadnya, agar bepak dari anak tersebut 

tidak dapal menginPl\ri lreturunannya kelak. 

Dalam hukum Islam, akad pemilreben adalob perhualan bukum yang sangat 

penting dan mengaadung ak.ibat - ak.ihet hukum serta konsekuensi -

konsekuensi tertentu sehegaimana yang telob ditetapkan dalam syari'at Islam. 

imam Syafi'I, Aim Hanifah, Jbnu Mundzir, mengata!ren hobwa apobila tetjadi 

akad nikob tetapi dimhasiakan dan merelre dipesan oleh si mempelai kepada 

yang hadir agar menlimstakannya pula, make perlrewinannya sah, ft1api 

makruh karena menyalobi adanya perinlah untuk mengumumkan pemilreben. 
19 Sabda Nabi Muhammad SAW dari Sit! Aisyob : " Umwnkanlob akad nikah 

ini dan lalreanakanlah di m~id serta ramaikan lah dengan memukul 

rehana."(HR. at· Turmudzi) 

b. Golongaa Kedua mengaaut Madzhab Maliki dan pem sahobatnya. 

Golongaa kedua menyatakan hobwa saksi daimn petkawinan tidak wajib dan 

cukup diwnumkan saja sebelwn teljadi p=enggamaan. Tetapi jika sebelum 

akad nikah diumumkan Jrepada kbalayak ramai, sudah terjadi p=enggamaan 

make pemi!rebenaya batal, meskipun saat akad nikob dibadiri oleh para saksi. 

Pendapat inl berlumpu pada pemiki.ran lretika mempetbandingkan akad nikah 

yang dipersaksikannya tidak disebat secara tegas dalam AI· Qur'an dihanding 

dengaa !retentuan menganai akad jual beli mu 'ajjal atau utang piutang yang 

disebut jelas daimn surat AI • Baqarah ayat 282, kalau yang disebut yakui 

saksi akad jual beli saja ditemakan dalil meayatakan odak wajib, malre untuk 

yang tidak disebllt - sahut dalam hal ini saksi akad nikob tentu tidak ,.,Yib 

juga. 

Di Indonesia, F-a MUl menganai kawin bawob tangaa abm dalam hal 

ini kawin sini, Pendapat KH Ma'ruf Amien, teikait masalob keabsahan kawin 

sirri, hobwa pada awalnya kawin sini yang memenuhi rukan dan syarat sahaya 

19 ibid, til.n 

Unlv-lndoDMia 
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perkawinan adalah sah, !<arena memenuhi syaral dan rukun nikah, adapun menjadi 

haram karena ada yang menjadi lrorban. Dengan demikian, ha.mmnya itu datong 

l>elakangan. Pemikahannya sendiri tidal< bata~ tapi menjadi l>erdosa !<arena ada 

orang yang ditelantarkan, sehingga dia l>erdosa karena mengorbankan istri atau 

anak. Sah tapi haram kalau sampai tefjadi korban.,. 

2.1.2. Tinjauan Hulrom P .. llifterhadap Kawln Sini 

Kawin sirri yang dalam pelaksanaan perkawinannya Ielah memenuhi 

ketentuan syari'at Islam dan dilalrukan secam diam- diam atau dirahasiakan dari 

orang lain termasuk dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tiduk 

tercatatkan. Maka dapat dipahami l>ehwa perkawinan sirri hanya barn 

memperoleh legalilas dari hukam Islam, meski secam hukum agama atau adat 

istiadat dillllggap sah, namun perkawinllll yang dilalrukan di luar pengetahuan dan 

pengawasan pegawai penca!at nikah (FPN) tiduk memilild kelroatan hukam dan 

dianggap tiduk sah dimata l>ukum. karena hanya syarat materiilnya saja yang 

terpeauhi sehingga selamanya oleh Negara dilmggap tiduk pemah telja<fi 

perkawinan, dengan kata lain Negara tiduk meml>erikun legalitasnya allis 

perkawinan tersebut 

Menurut hukam pnsitif nasiona~ perkawinllll akun diukui dan mendepat 

legalilas Negara jika memenuhi 2 (dua) syarat perkawlnan yaitu terpeaehinya 

syarat materiil dan syarat formil sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (I) dan (2) UU 

No. I tahun 1974. Perkawinan yang tiduk dicalatkan dipandang tidal< memenuhi 

ketenruan peraturan peroadang - undangan dan seeing menimbutkan dampuk 

negative (mudlarral) ter!mdap istri dan atau anak yang diluhirkannya tetintit 

dengan huk - huk mereka seperli nafkah, huk waris dan sebagainya. Tuntutan 

pemenuhan huk - huk tersebut manakala teljadi sengketa akan sulit dipanuhi 

ukibat tiduk adanya bukti eatatan rcsmi perkawinan yang sah. 

Sistem hukam pnsitif nasional mengalrui hukum liduk tertulis, 

sebagaimana dalam Pasal 1338 BW Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang -

undang Hukum Perdata (KUHPerdata) l>ehwa segala pen;otujuan yang disepukali 

to Asronm Ni'am Sholeh,. Fatwa - faJwa Matolah PernihJhan dan KelutJrt:o, Elsas,. 
Jakrula, cet-2, 2008, hal.l48. 

Unlv""'llaa lndoiUIIII• 
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dua orang atau lebib adaJah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang 

membuatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang - undang; kepatu1an 

dan moral. 

Jika dibandingkan dengan pendapat Sayuti Thalib, SH mengenai tiga segi 

pandang mengenai pengertian perkawinan yang telah dibahas sebelurnnyu. rnaka 

sesungguhnya kawin sini dengan itikad baik dalam pembabanan ini Ielah 

memenuhi Ulll!Ur- unsur tiga segi pandang dimaksud: 

a. Dati segi hokum, kawin sini sebagalmana dimaksud pada pembabanan ini : 

Tidak melanggar Jretentuan hokum mengenai syurat sah nyu perl<awinan. 

dengan terpenahinya ketentuan pasal2 ayat I UU No.I Tahun 1974. 

b. Dati segi sosial. tidak melanggar etika moral, etika susila dan bndaya 

masyuraka~ hal yang membedakannya adalah tidak dilalrukannya penealatan 

perkawinan, artinya bukan menyangkut syarat sah diseleaggamkannya 

perkawinan. 

c. Dati segi agama, dengan mengedepankan terpenuhinya rukun dan syamt 

sahnya perkawinan menurut Hokum Islam, maka kawin sini tidak 

mengganggu ketertiban umum. 

Kawin sini dengan itikad baik da1am pembabasan ini , adalah yang 

dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan seeara hokum 

agama Islam, maka pada saat 'ijab kabnl' atau Akad nikah merupakan wujud 

kesepakatan pam pibak apa1agi disaksikan saksi • saksi dan wati perkawinan yang 

dipersyaraikan secara Islam maepan Uudang - undang Perl<awinan. yang 

membedakannya banya mengenai penea1atan perkawinan, rnaka sepatnlJlya 

memiliki knnseknensi hokum sebagoi perl>ualan buknm berdasud<an osas 

kooseusualitas. Memang benar, babwa hokum pada halrekatnya tidak 

memperbatiknn sikap balin manusia dalam am babwa hokum tidak member! 

pednman tentas.g bagaimana seyogyanyu balin manusia itu. Tetapi udakalanya 

setelah leljudi suatu perl>ualon labir yang relevan bagi huknm kemudian huknm 

mencampurl balin manusia juga, dengan rnempennasalalrkan unsur itiknd baikl 

buruknya seseorang. 

Teori hokum menyetekan bahwa yang dimaksud dangan perbuatan buknm 

adalah tindakan seseorang yang dilakukan berdasarkan suatu ketentuan hokum, 
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sehingga menimbulkan akibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan 

tidak menurut aturan hukum tidak dopa! diknblkan sebagai perbuatan hukum. 

sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sema sekali 

helum mempunyai akibat yang dlakui dan dilindungi oleh bukum. 

Dengan demikian suatu perbwinan baru dikatakan sebagai perbualllrl 

hakum (menurut hulrum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang 

herlalru """"" posilif. Ketentuan hulrum yang mengatur mengenai lata cara 

damikian, mempunyai hak mendapat pengalruan dan perlindungan hukum -

perbwinan itu sendiri. sebingga dengan damikian eksistensi perkawinan """"" 

yuridis fuJmil dialrui. Sejalan dengan kerangka teoritik dietas, make suatu ekad 

dalem perkawinan soh jika dilakakan dabun dua bentuk : Pertama, alrud 

perbwinan semate- mala hanya menurut aturan pasol2 ayat (l) UU No.I Tahun 

1974 ; Kedua ekad perkawinan dilakukan menurut pasel 2 ayat (2) UU No.I 

Tahun 1974 """""'simultan. 

Perkawinan sirri merupakan wujud yang pertama. ranka perbwinan 

tersebut sah menurut ajaran agema sesuai dengan ketentuan paso! 2 ayat I UU 

No.I Tahun 1974. nemun belum tennasuk kategori perbuatan hukum sehingga 

helum mendapat pengekuan secam hulrum Perkawinan baru dikatakan sebagai 

perbuaten hukam apabila memenuhi unsur lata cam hulrum agema dan lata cam 

pencatatan perkawinan hulrum positif nasional. Kedua unsur te=but berflmgsi 

secara lrumulatif dan bukan altematlve. Unsur pertama berlimgsi sehagai perttmda 

sah dan unsur kedua sehagai persenda perbWJ!on bukum, sehingga beraldbat 

hukum. l'erkawinan sirri beru memperolah pertanda sah dan belum memperoleh 

Ianda perhaaJan bukum, sehingga belum menimbulkan akihat bukum. 

Dari llnlian dialan dapat dillbupalkan hahwa tanda sah (ketentuan ayarat 

materiil perkawinan, pasol2 ayat I UU No. I Tahun 1974) dan tanda perhaaJan 

bukum (yakni ketentuan syarat fomail Perkawinan, paso12 ayat2 UU No. l Tahun 

1974). Maka tanda perbuntan hukum tersebut yang menjadi syarat pengekuan dan 

perlindungan terilndap tanda sah. Bahwa, jikn akad dabun perkawinan menurut 

hukum aguma Islam tidak dilakukan menurut kehendak unsur lata eara peneatatan 

perkawinan, maka tidak akan memperoleh pengekuan dan perlindungan hukum 

terhndap alrud perbwinan tersebat berupa perolahan akta perkawinan, 
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Perlrembangannya, perkawinan sirri yang telah dilangsungkan dapat 

dimohonkan pencalatan perkawinannya pada Pegawai Peneatat Nikah (PPN), 

Tala!<. Rujuk. Secara khusus pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam 

didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hokum Islatn (ICHJ). · 

Menurut pasal 1 ayat (I) KHI, idaalnya suatu perkawinan barus dibuktikan 

dengan akta perkawiinan yang dibuat oleh Pegnwai Penoa!at Nikah. Namun jika 

suatu perkawiinan temyata belum dicatatkan secara resmi, maka ayat berikutnya 

mengatur secara jelas bebwa perkawinan yang tidak dicatatkan a1au tidak bisa 

dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pasangan suami istri 'sirri' yang 

besagama Islam dapal menempuh solusi yang telah diakui keabsahannya yaitu 

melalui "itsbal nikah" (peaelapan kembali akad perkawiinan). Dalam bal inl pasal 

7 ayat (2) KHl mcnyatakan bebwa" Dalam hal perkawinan tidak <lapat dibuktikan 

dengan Aleta Nikah I Aleta kawin, dapat diajnkan itsbal nikah yang dapal df'1inkan 

ke Pengadilan Agama.", Pasal 1 ayat (3) KHl memberikan balasan bahwa itsbat 

nikah yang dapat diajnkan ke Pengadilan Agama sebagai berikut ; 

a. Dalam rangka pcnyelesaian pareeraian. 

b. Hilangaya akta nikah I akta kawin. 

c. Adanya keragaan tentang sah alllu tidakaya salah saJ:u syarat perkawinan. 

d. Adanya perkawinan yang tetiadi sebelum berlakunya UU nomor I tehun 1974. 

e. Perkawiinan yang dilalrukan oleh mereka yang tidak mempunyai halaagan 

perkawiinan menurut UU nomor llllhun 1974. 

ltsbat nikah banya dapat diajnkan jika terpenuhinya salah satu atau het>esapa unsur 

tersebut 

Bagi pasangan kawin sirri tentunya menitik beraikan alasan panetapan 

itsbat nikah berdasarkan alasan nomor 3 (adanya kar08"an sah aiiJu tidahtya 

perkawinan), sahah sebagaimana dijelaakan diatas bebwa kawin sini cendenmg 

mengandang pangertian sebagai perkawinaa yang helwn sepenuhnya memenuhi 

sywnt sahnya suatu perkawinan. Maka agar perkawinan sepenuhnya dianggap sal!, 

maka sebaikaya ditetapkan melalui ltshat nikalt, sehingga dapat dWalallcan secara 

resmi perkawinan tersebut. Dengan dieallltkannya perkawinan sirri tersebut, 

pasangan kawin sirri memiliki status hokum dan hubungan hokum layakaya 

suami istri yang sah menurut bukum agama dan Negara. 
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2.2.3. ADak Sah Jho Tidak Sob Menurnt Huknm lslam 

Selah satu misi syari'at Islam adalab hlftun nasi terpeliharanya kesuciau 

keturunan mauusia sebagai pemegang khalifah di muka bumL Ulama Fiqh 

mengatakan bahwa keturunan merupakan salah satu fondasi yang kDkoh dalam 

membina rumah tangga yang bisa mengika1l<an antar pribadi berdasarkan kesatuan 

darah. Begitu peutingnya eksistensi anak dalam kebidupan manusia, maka Allah 

SWT mensyari'atkan adauya perl<awinan. Pensyari'etan perkawinan memiliki 

tujuau: 

1). Memiliki keturunan (anak) yang balk; 

2). Memelihara nasab ; 

3). Menghindari diri dari penyakit, dan ; 

4). Menciptakan keluarga sakinah. 

Hal tersebut, sebagaimana dalam Firman Allah SWT, dalam smat al - Rum ayat 

21 : 

" Dan ditmt01'a ronda - la11da lrekuaraam!)'a adolah Dia menciptalwn untuhnu 
istrl - istrl dari jenlsmu sendtri SUpaya kamu cendenmg dan merasa tentram 
lrepmfanya, dan difadikhnnya dimlt01'a lwmu rasa kasih dan sayang. 
Sesrmgguhnya pada yang demikian itu rerdapat taada - Ianda bagi !r.aum yang 
berpil:ir." 

Oleh karena itu agama Islam melarang adauya perzimlan. Hukum Islam 

memberi sanksi yang berat terl!adap perbuatln zina. Karena zina dapat 

mengakibetkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga kelika lahir anak sebegai 

akibat perbuat!n zina, maJsa akan ada keraguaa bapak dari anak tersebut, Dengan 

adanya ped;awinan maka setiap anak yang dilahirkan dalam perloiwinan, mudak 

rnenjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakann dsrinya. ADak yaag 

lahir di luar uikah mendapat julukan masYaralai! sebagal 'anak haram' hal ini 

menirnbulken gangguaa psikologis bagi anak, juga mengenai hubungan nasah 

antara anak dengan bapak biologisnya, dan berbagai akibat lainnya yaag 

merugikan baik bagi anak itu sendiri maupun bagi ibunya. 

Dalam hukum Islam memang terdapst pembagian status anal<, tetapi bakan 

berarti Islam telab m.elalrukan diskriminasi terhadap anak yang dilahirl<an. Prinsip 

Islam pada dasar tegas, bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah berstatus.fltrah, 

sahda Nabi Muhammad SAW : " Tiup - tiap anak yang dilahirkan menutut 

. 
,-
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fitralmya (bersih), otang yang menjadikannya Yahudi, Nasnm~ atau Majusi." 

(HR. Bukhllri dan Muslim) 

Namun demikian Islam memiliki kepentingan hukum untuk mengatur hal 

-hal yang berkaitan dengan hubungan datah (nasal>) manusia. Seoam garis besar 

Islam membagi status anak dalam 2 (dua) ksregori, yalcni : ansk syar'i dan ansk 

thobi'iy. Ansk syar'i berarti anak sah yang memilild hubungan nasab deengan 

kedua orang tua nya. Sedangksn ansk thabl 'iy adalah anak tidah sah, yang hanya 

memilild hubungan nasab dengan ibunya saja, tidsk dengan 00111g rua lski -

laldnya. 

a. Anak 8yar'iy I Anak sah 

Ulama Fiqh sepakst bahwa se001r1g ansk dapat ditetapkan sebagai ansk 

zyar'iy atau sah melalui 3 (tiga) cara yaitu: 

a). Melalui perltawinan yang sah, 

b). Melalui pengalruan, 

c). Melalui alat bukti 

ad.a). Melalui Peri<awinan yang sah, dalam hal ini ada 3 kategori yang tennasuk 

sah: 

(a). Ansk Yang Lahlr DariPerkswinan Sah; 

Jumhur Ulama sepakst menyatakan bahwa anak yang lahir dari 

seomng wanita dalam suatu perkswinan yang sah dinasabkan kepada 

suami wanita tersebut. Untuk hul lni disyaratksn 4 (empat) hal 

sehugai berikut ; 

Pertama, Hamilnya istrl dari suamjnya ilu merupakan suatu hal 

yang mungkin artiaya suami tersebot seorang laki - laki 

yang haligh dan mampu berketunman. 

Keduo, Ansk itu dUahitkan 6 (enam) bulan setelah lerjadi 

pensenggamaan antaru suami istrl (menurut jumhut 

Ulama) atau selalah perkawinan (menurut Madahah 

Hana6) dasar kesepskatan ini diambil dari ketentuan nsah 

AI Quean: 

"Kaml perintahbm lcepadn manus/a supaya berbual balk 
lcepadn lcedua onmg tutJ ibu bOJX1bfya. lbunya 
mengandungnya dengan susah payah pula. Dan 

UnlvaraftaS lndonesla 
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mengandungnya sampal menyaplhnya adalah 30 (tiga 
puluh) hulan, .. (QS. AI-Abqaf;l5)" 

Dihubungkan dengan surat AI Luqman : 14 : 

" Dan Kmni perintahkan Mpada manusia (berbuat balK) 
lkepada duo orang (ibu ~a), ibunya teloh 
numgmuhmgn;ya do/am keaduan lemah yang bertambuh­
tambah dan menyaplhnya do/am 2 taJmn... ( QS.AI­
Luqman:U)" 

Dati perpaduan ketlmU!gan 30 bulan untuk masa 

mengandung plus menyapih menurut Surat AI - Alqaf 

dan 24 bulan masa menyapih, menurut Sumt AI -

Luqman, diperoleh selisih angka 6 (enam) bulan masa 

kehamilan wanita. 

Ketiga. lslri melabirkan anaknya sebelum habis masa maksimal 

kehami!an (2 tahun) menurut Madzhab Hanali, (4 tahun) 

menurut Madzhab Syafi'l dan Hambal~ S tahua menurut 

Madzhab Malik!). Terhitung dari tanggal perceraiannya 

baik cerai menurut taJak Raj'! maupun talak kematian 

suamlnya. 

KeempaJ, Suami islri minimal pe:mah bertemu satu kali setelab akad 

nikab. Ulama Madzhab Hanali berpendapal babwa 

pertemuan berdasarbn pe00raan menurut logika bisa saja 

teljadi.Oieh sebab itu apabila wanha ler.!ebut hamil, 

selama 6 (enam) babm Sftiak ia diperkirakan bertemu 

dengan suaminya, maka anak yang akan labir itu salt. 

Misalnya, pria Barat menikab dengan wanita Tlmur. 

Sudab I (satu) tabuu mereka tidak bertemu, te(api labir 

anak serelab 6 (enam) bulan peroikaban. Namun logika 

ini di mlak oleh lumhur Ulama. Menurut mereka 

kehamilan bisa teljadi apabila pasangan suami istri 

tersebut dapal bertemu secara actual dan memuugkinkan 

bagi mereka untuk ber>eoggamo. 
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(b). Anal< yang dilahirkan dalam pemikahan Fasid: 

Sebelum dinyatalom kefusid-annya, jika pemikahan yang telah 

dilangsWJgkan oleh seseorang karena kekhilafa.n dan ketidak tahuan 

alau tidak sengaja maka ketika diketahui kekhilafa.n itu pemikahan 

horus dibatalkan. Pelakanya itu dipandang tidak benlosa, jika teljadi 

persetubuhan maka itu dipandang bukan sebagai perzinaan. lstri 

wajib ber'iddah jika pernikahan itu dibatalkan.dan anak yang 

dilahirkan dari pemikahan ini dipandang sebagai anak sah yang 

bernasab lrepada ayah ibunya. Hal ini selaras dangan ketentuan 

Undang - undang No. 1 tahun 1974 Paso! 28 dan Pasal 75 KHI. 

Yang berbuoyi : Putusan pengadilan tenll!ng pembalalan pemikahan 

tidak berlaku surut terhadap anak - anak. Yang dilahirkan dari 

pemikaban tersebut. Dengan demikian penefapan nasah anak yang 

lahir dalam pemikaban fosid sama dengan penentapan anak dalam 

pernikaban sah. 

(c). Anak yang dilahirkan akibathubungan subbat (wath'i): 

Adalah anak hubungan senggama yang subbat teljadi bukan dabun 

pernikahan yang soh atau fasid, dan bukan pula perbuatan zina. 

Wath'i Subbat teljadi akibat kesalah fabarnan atau kesalahan 

infurmasi. Misalnya, dalam keadaan malam yang sangat gelap, 

seomng laki - laki menyenggamai seoomg wanita dirumahnya 

karena mengita babwa "...Uta itu istrinya. Dalam kasus seperti ini. 
apahila wanita itu melabitkan 6 bulan atau !eblh (dabun masa 

maksimal kebatnilan) setalah teljadinya senggama tersebut. Maka 

anak yang lahir itu sah yakni diinsalkan kepeda laki - laki yang 

menyetubuhinya. 

ad. b). Melalni Pengakuan 

Seorang anak dapal diletapkan menjadi anak soh I syar'i me!a!ui 

pengakuan yang biasa disebut a/ lkrnru bin na.rob yaitu seorang laki- laki 

mengakei babwa seorang anak kecil adalah anakuya, atau sebalilmye 

se<>IliDg anak yang telah baligb (menurut Jumbur Ulama) atau numayyiz 

(menlll'llt Madzbab Hanafi) mengakni soorang laki - laki - Jaki adaJah 

Unlverallas Jndoneala 
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ayahnya. Untuk mewujudkan hubungan nasab melalui pengakuan ini harus 

memenubi syarat- syarat berikut ; 

(a).Anak itu tidak jelas nasabnya, tidak dilrethui ayabnya, tetapi 

apahila diketahui ayahnya, maka pengakuan itu batal. 

(b).Pengakuan itu logis, makaudaya seorang yang mengaku sebagai 

bapakuya wianya berbedajaub dari usia anak yang diakuinya. 

(c).Jika anal< itu telah baligh I hctakul (mmu.rut Jumhur Ulama) atau 

telah mumayyiz (menurut Madzhab Hanafi) maka anak itu 

membenarkan pengakuan laki -loki tersebut. 

(d).Laki -loki yang mengakui nasab itu menyangkal bahwa anak itu 

adalah anak nya dari basil petZinllllll. 

ad.c). Melalui alat buk!i 

Keturnnan dapat juga dite!Bpkan bedasarl<an adanya bukti yang sah 

menurut agama yaitu saksi- saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang laki­

laki atau satu orang laki -laki dan 2 dua onmg per<:mpuan. Hal ini berlaku 

untuk keturunan yang langsung dan tidak langsung. Misalnya seo!llng laki 

- laki mengemukakan pengakuanaya bahwa si A adalah anaknya atau 

cuounya. Tetapi si A sendiri membantah pengakuannya itu, maka bapuk 

yang mengakui 1adi boleh menguatkan pengakuannya dengan bukti yang 

sah. berupa saksi - saksi yang lengkap.selanjutnya hakim akan menerima 

pengakuan itu dan menetapkan sabaya hubungan itu. 

b. Anak Tha!JI'IY I Titiok saiJ 

Anak tidak sah adalah anak yang dilahirl<an dari hubungan persetububan 

dilu.or nikah atau basil babangan zina atau bokan basil pembuaban suami sah 

dari istri yang melahirkan. Anak yang tidak sah bllnya mempunyai hubungan 

nasab dengan ibu dan kelu11tga yang melahirkao, klltODa itu bak kewajiban 

banya lahir dalam hubungan anfala anak dan ibunya. Disamping itu ada beberape 

kriteria latu, sehingga seorang bersllilus sebagai anak Tbabi'iyltidak sah. yaitu 

sebagai berikut ; 

a). Anak yang dilahirkan kunmg dari 6 bulan terl!itung sejak setelah peri<awinan 

(menurut Madzhab Hanafi) atau setelah te!jadinya pe"""ggamaan anlar suami 
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istri menurut Jumhur Ulama, kecuali apabila suami <ersebut mengakuinya dan 

pengakuan ini harus diartikan sebagai pemyataan babwa wanita itu banlil 

sebelum akad nikab. Inilab yang dirumuskan dalam KHI Pasal 99 (a) yang 

berbunyi: 

"Anal!: yang sah odaloh onak yang dilahlrlran da/am atau akibal dart 
perkawillan yang soh. Dari 1'1l11!II8Q1I tersebut, tampak buhwa KH1 membuka 
lremungkinan bagi tertamptmgi1Ya anak yang fahir akibat perkawlnan hamil 
lreda/ampengertion onak soh_ mesldpun onak tersebut dllohirlran beberapa 
hari sete/ah dilakulran perkawinrm orang tuanya seClJI'i1 soh " 

b). Menurut jumbur Ulama apabila seomng anak lahir melebihi waktu maksinull 

kebamilan yang diperbitungkan sejak teljadinya pereemian baik cerai tersebut 

melalui talak raj'i maupun talak ba'in atau kemo!ian suami, mnka anak 

telllebet berstatus sebagai anak thabi'iy I anak tidak sab. 

e). Anak yang diingkari keabsabannya oleb seotang suami karena ia merasa 

babwa kebaolilan istrinya itu bukan dari sperma miliknya. Untuk 

pengingkanm ini harus memenuili sa1ab sa1u dari 3 tiga hal berikut ini : 

1). suanli melihat istrinya berzina, sedang suomi tidak mampu mengqjukan 

alat bukti saksi sebanyak 4 orang yang melihat langsuog periatiwa 

telllebut 

2). Sorang laki - laki melakukan akad nil:ah dengan seorang wanita. 

Kemodian da1am waktu kurang 6 bulan wanita telllebut melablr anak. 

3). Suanli yang s.;jak OO...tubaban temkbir sudab beljalan 2 atau 4 atau 5 

tabun (berdasarlam Madzhab masing- masing), tiba- tiba istrinya baolil 

2..2.4. Anak Sah Dao Tidal< Sah Mouurut Bukum Positif 

Sebagaimana da1am bukum Islam, hukum positifpen mengatur stains anak 

dalam pasal42.43 den 44 UU No.I tabun 1974, mengenal2 macam stains anak 

}"'itu anak sab den anak luar kawin (anak tidak sab).. 

a. AnakSah: 

Anak sah, sab da1am arti yang sempuma adalab anak menurut dan!hnya 

adalab ketumnan dari omog tua yang kawin secara sah. Mengenai anak yang sab 

ini, tepatnya dinyatakan dalam Pasal 42 ayat I UU No.I tahun 1974, yang 
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berbunyi : " Anal< yang sah adalah anal< yang dilahirl<an dalam atau sebegai akibet 

perkawinan yang sab." 

Memperbalikan Pasal 42 UU No.I tahun 1974, lampak bahwa Undang­

undang meQlberikan toleransi hukwn kepada nnak yang lahir dalmn perkawinan 

yang sah, meskipun ja:rak antara perkawinan dan kelahiran anal<, kurang dati betas 

tenggaag waktu minimal kandungan. Jodi selama bayi yang dikandung tadi lahir 

pada sat ibunya dalam ika!an perkawinan yang sah. Maka anal< terrebut edalah 

sah. Dengan ke!entuan tidal< eda pengingkuran dati pihak suami. Akan lain halnya 

opahila Pasal 42 UU No.I tahun 1974 ini mengbapuskan kata do/am sebingga 

benya berbunyi : " Anal< sah edalah anal< yang dilahirkan akibet dati perkawinan 

yang sah." Maka anal< yang lahir aldbet hamil diluar nikah tidak mungkin masuk 

dalam pengartian anal< sah. Korona jelas • banih janin' tmebut diluar perkawinan 

yang sah. Sarna dengan hukum edap~ UU No.I tai!Un 1974, tidak mengatur batas 

minbaal usia kandungan. baik dalam pasal - pasalnya maupun dalana 

penjelasannya. Lain halnya dengan hukum Islam maupun hukum Kilah Undang­

undang Hukum Penlata yang menyahut tenggang waktu kebamilan seorang 

wanita untuk dapal menentukan Ice sah an anakaya. Sebagai anal< yang sah, maka 

mempunyai hubungan nasab atau hubangan darah dengan kedua orang tuanya, 

sehingga se<:am otomatis muncu! hubungan hukum atau hubungan kupenlataan 

diantara anal< dan kedua OOilllg tuanya itu. Hubungan hukum disini edalah 

bubengan hukum yang diatur o!eh hukum yang meliputi 2 (dua) hal yaitu : hal< 

dan kewajiban. Mengenai hal< dan l<ew.Yiban antara omng tua dan anal< diatur 

dalam Pasal45 -49 !JUNo.! tahuu 1974. 

b. AIUlk Tit/Ilk Sa/J 

Kalau sebelumnya kita Ielah membiea:rakan seseoOilllg yang dianggap 

sebagai anal< yang sah secara hukum. Maka sekacang yang akan dibahas mengenai 

seseo111ng auak yang tidal< mempnnyal hubungan nasah dengan bapak, melalnkan 

dengan ibnnya saja. Memang sekilas ternsa ganjil, sebah secara biologis, auak 

tidal< akan lahir tanpa adanya laid - laki yang menjedi bapak yang berperan 

membsahi rahim ibu yang melabirkannya. Sudah merupakan lcodrat dalam alam 

bahwa setiap anak yang dilahirkan seorang ibu pasti eda seomng bapak yang 
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perbuatan yang telah ia lakukan kepada seorang wanila. Sehingga banyak anak 

yang dilahirkan tanpa diketahui siapa bapaknya. Oleh karena itu menurut 

ketentuan hukum anak '"""but di cap sobagai anak tidak sah (anak luar kawin). 

Konsep tenrebut sejalan dengan hokum Islam dan hukum adot. Dimana anak 

diberi status keperdotaan yang jelas, meskipun banya dengan ibu dan keluarga 

ibunya saja, berbeda dengan kalentuan KUH Perdota (BW) yang menyatakan 

bahwa anak luar kawin hanya mernpunyai huhungan keperdataan dangan ibu/ 

bapak yang mengakui nya saja. Jadi dimungkiakan seorang anak luar kawin tidak 

diakui oleh keduanya, baik oleh ibuoya maupun dengan bapaknya. 

Pasallain yang mengatur tenlang anak tidak sah adalah Pasal 44 UU No.I !ahun 

1974 berbunyi: 

(!) Seorang suami dopa! merryangkal aahnya anak yang dilahirkan aleh istrinya 
bilaman itJ dapat membuktikan babwa istrirrya Ielah herzina dan anak itu 
akibat dari perzinaan tersebul 

(2) Pengadilan rnemberikan Putusan tentang sah atau tidalmya anak alas 
permintaan pihak yang berkepentingan. 

Dari rumusan pasal ini dapat dipabami bahwa anak tidak: sah adalab seorang anak 

yang diingkari keabsahan nya oleh seorang suami. Karena istrinya te(ah benina 

dan dapat diboktikan di Pengadilan/hakim bahwa anak itu adalah basil dari 

perbuatan zina istrlnya. 

2.2.5. Statua Allak Dari Kawlll Sirri Menurut Hukum Islam. 

Untuk mengetahui status anak yang lahh dari llikah sirri sangat em 

kaitannya dengan status pernikahan sU:ri itu sendiri. Sebab sah atau tidaknya suatu 

pernikahan itu membawa akibat hokum yang cukup luas. salah satunya adalah 

mengenai status anak yang lahlr dari pernikaban tersebut. Menurut Jumbur Ulama 

pada garis besarnya aked nil<ah adalah 2 (dna) macam yaitu : 

a). Akad yang sah sempllrnll yakui akad yang telah mernenubi somua rukun dan 

syarat sahnya nikah. 

b). Akad yang rusak dan hatal yakui aked yang salah satu rukun a !au syarat 

sahnya nil<ah tidak dipenuhi 

Telah dibahas sebelumnya, bagaimana persepsi hukum Islam te!:hadap 

status nikah sirri. Memang tegadi perselisihan pendapat dikalangan Ulama 

mengenai status hokumnya. Namun penulis lebih cenderung pada pendapat 
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Jumhur Ulama (diantara pendapat lmam Syafi'l, hanafi dan Hambali) yang 

menyatakan Nikah sirri adalab nikah yang sail, karena telab lCIJl<nuhi syarat dan 

rulrun nikab, walaupun atos permintaan pihak yang mengadakan akad nikah, 

pemikabannya dirabasiakan atau tidak disebarluaskan pada kbalayak rnmai 

Dengan demikian nikah sirri termasuk dalam kategori akad yang sah sempuma, 

maka secara otomatis dapat diketabui status anak dari nikah sirri adalah anak yang 

sab/anak syar1i artinya anak tersebut mempunyai hubungan nasab baik dngan 

ibunya maupun bapalmya Ketentuan ini berdasarlcan kepada kesepakatan jumhur 

Ulama yang menyatokan babwa anak yang dilabirkan dan seorang wanita dalam 

suatu pemikahan yang sab ada1ah anak: sahfsyar'i dan dengan sendirinya memilild 

hubungan nasab dengan suami wanita tersebut. asalka.n memenuhi beberapa syarat 

berikut: 

a). hamilnya istri dari suaminya itu merupak.an suatu hal yang mungkin artinya 

suami tersebut seonmg Jakiw Jaki yang baligh dan mampu memberi 

keturunan. 

b). Anak itu dilabirkan 6 bulan setelab te!jadi persenggamaan antua suami istri 

menurutjumhur Ulama atau setelab perkawinan rnenurut Madzhab Hanafi. 

c). Jstri melahirkan anaknya sebclum habis masa kebamilan (2) tahun menurut 

madzbab Hanafi, 4 tahtm mad:l.hab syafi'i dan hambcli, 5 tahun menurut 

roadzhab maliki, terhitung dati tanggal perceraiannya baik cerai talak raj'i 

maupun talak ba'in kematian suaminya. 

d). Suami istri minimal pemah hertemu satu kali aetelah akad nikab, menurut 

jumhur Ulama pertemuan tersebut sccara actual dan memunglcinkan bagi 

mereka untuk bersenggama. 

Ditegaskan dalarn hadils rasu!ullah SAW : " Dari abi Hurairah, bersabda, 

Rasulullah SAW : "Anuk itu adalah menjadi mililc orang yang mempunyai tempat 

tidur, adapun yang melakulcan zina maka dilempari batu (hukuman mjam)." 

Maksud hadits ini seorang anak mempunyai hubungan nasab dari suami 

perempuan yang telah melabirkannya dalam perkawbcan yang sah. Sedangkan 

kalau perempuan itu tidak berhubungan dengan suami yang sah. Maka ia telah 

berzina dan ketentuan yang diberlakakan untuk perempuan itu adalah hukum 

rajam, sementara mengenai anak: itu harus dinasabkan Ire laki - laki yang mana 
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tidak disebulkan dan tidak ditenlllkan sama sekali. Karena itu, anak dari nikah 

sirri yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan anak syar'l atau anak sail 

maks muncul hubungan hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban antara 

anak dengan kedua orang tuanya. 

2.2.6. Status Anak Dart Kawin Sirrl Menumt Bulrnm Positif 

Selarns dengan hukum lslam, hukum positf yang berlaku di Indonesia pun 

mengailkan mengenai sah tidaknya status seorang anak dengan status perkawinan 

itu sendiri. Dengan kata lait4 secara mutlak sah atau tidalmya suato perkawinan 

menurut perspektif hukum positif akan sangat mernpengaruhl status anak yang 

lahir dari perkawinan tersebul Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada 

pembahasan sebelumnya, bahwa dslam perspektifhukum positif, perkawinan baru 

dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila memenubi ketentuan UU No.I tahun 

1974 tentang Perkawinan, pads Pasal 2 ayat (I) dan ayat (2}, Ayat I nya 

merupakan unsur tatacara hukum agama yang berpenm sebagai pertanda sah, dan 

ayat 2 nya merupakan unsur tatacara pencatatan nikah yang berperan sebagai 

tanda sah perbuatan hukum. Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumuJatif dan 

sating melengkapi satu sama lain. karena nya tanda sah perbuatan hukum menjadi 

syarat pengakuan dan perlindungan hukum terhadsp tands sah. Sebagai 

pernikahan yang dirahasiakan ~ nikah sirri hanya baru mendapatk:an tanda sah 

karena memcnubi ketentuan pasal2 ayat (I) UU No. I tahun 1974. 

Dan tidak mendspatkan tanda sail perbuatan hukum karena tidak 

memenubi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.I tahnn 1974, Oleh karena itu 

pemikahan terebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap oleh Negam 

tidak pemah ada suatu pemikahan selama helum dicaJatkan dengan demikian, 

jelastah bahwa nikah sirri merupakan pemikahan yang tidak diakui dan dianggap 

tidak pernah ada oleh Negara. Sebingga status anak yang lubir dari nikah sirri 

adalah anak tidak sail atau anak luar kawin. Hal ini didasarkan pads ketentuan 

yang terdspot dalam UU No.I tahun 1974 Pasal 43 ayat (I) yang berbunyi : • 

Anak yang dilahirkan diluar kawin hanya mempunyai bubungan perdsta dengan 

ibunya dsn kelnarga ibunya." Dengan dsmikian dspat dipabami bahwa anak yang 

lahlr dari kawin sirri sama dongan anak yang dilahirlrnn diluar nikah dsn jelas 
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berntatus sebagai anak tidak sah. Anak tersebut hanya hubungan nasab dengan ibu 

dan keluarga ibunya, karena itu bubungan hukum atau hubungan perdata berupa 

hak dan kewajiban hanya lahir dalam hubungan antara anak dengan ibunya dan 

keluarga si ibu. Konsep inl sejalan dengan hukum lslam dan hukum adat, namun 

berbeda dengan ketentuan Kitab Undang - undang Hukum Perdata (BW) yang 

menyatakan bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hubungan hukumsecara 

perdata baik dengan ibunya maupun dengan bapaknya. Kecuali jika salah satu 

atau keduanya mengakui anak tersebut 

2.3 Akta Kelahiran 

Suatu Akta iaiah suatu turisan yang semata - mata dibuat untuk 

mernbuktikan suatu •hal' atau 4peristiwa•, karenanya suatu akta hams selalu 

ditanda tangani. Akta otentik mernpaknn akta yang dibuat oleh pejabat umum 

yang menurut undang - undang ditugaskan untuk membuat itu di wilayah yang 

merupakan kewenangannya. Akta otentik memiliki keknatan hukum yang tidak 

hanya bagi si pernegangaya, melainkan juga berlakn temadap pihak ketiga, maka 

akta otentik merupakan cara pembuktian yang paling utama, dari alat bukti 

lainnya. 

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil yang memuat tentan:g peristiwa 

kelahiran. Akta yang wajib dilaporkan oleh penduduk kepadu instansi pelaksana 

di tempat tetja<linya peristiwa kelahiran, paliog lama 60 (enam poluh) harl sejak 

kelahinm (Pll.!lal 27 Undang- undeng Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan). AdapW> akta keluhuran berdasarkan hukum positif nasional 

adaluh: 

a). Pasal55 ayat I UU No.I tahun 1974, menyalakan bahwa:" Asal usul 

seorang anak hanya dapat dibuktikeo dengan akta kelahiran yang 

otentik; yang dikeiUlll'loln oleh Pejahat yang berwenang." 

b). Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHl) disebutkan bahwa " Asal 

usul seorang anak hanya dapat dibuktikeo dengan akta kelahiran lllau 

alat bukti luhmya." Tanpa ndanya bukti tersebu~ malta huhungan anak 

dengan ayuh tidak dapat diperkarakan menmut hukum." 

Universitas lndonasla 

Akta Kelahiran..., Siti Soraya Dewi Zaeni, FH UI, 2009



47 

c). Pas a! 261 Kitab Undang - undang Hukum Perdata : " Keturunan anak 

- anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta - akta kelabiran mereka, 

sekadar telah dibukukan dalam register Catatan Sipil. " 

Sebagaima.na disebutkan "berdasarkan" keturunan, dalam akra kelahiran 

memuat : nama anak yang dilahirkan, tempat dan waktu dilahirkan ; ~ tanggal, 

bulan dan tabun (dihubunglrnn deng!lll status perkawinan) dari perempuan yang 

meiahirkan ank itu, menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak, 

Pasal 251 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, nama ibu, nama bapak (jika. 

ada), status anak, anak ke- berapa, ditetapkan uleh Kantor Catatan Sipil, 

berdasarkan data -data tersebut, maka Akta Kelahiran merupakan Alat Bukti 

bahwa soorang anak yang namanya disebutkan disana adalah keturunan dari orang 

atau orang - orang yang disebutkan dida1amnya. 21 Dengan demik.ian, akta 

kelahlrnn tidak hanya memuat peristiwa ke1ahiran saj~ juga memberikan s1atus 

sah atau tidaknya anak, bahwa apakah anak mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga jbunya saja, atau anak mempunyai hubungan dengan bapak 

dan ibunya, bahkan anak bisa tidek mempunyai hubungan hukum dengan bapak 

dan ibunya. 

Betapa besar peran Kantor Catatan Sipil dalam hal ini~ mengingat 

kewenangannya terhadap penerbitan akta kelahiran yang tidak sekedar mencatat 

peristiwa kelahiran. namun juga menetapkan status hukum anak, mengenai sah 

atau tidaknya anak: tersebut. 

23~1. Sistem Hokum Nas.ional Teutang Keluarga Dan Perkawinan 

Dalam sistem hukum nasional, huknm yang mengatur tentang keluarga 

dan perkawinan sebagai berikut 

a. Kitab Undang - undang Hukum Perdata : 

I). Hukum keluarga yang mengatur keluarga sedarab berdasarkan 

keturunan dalam Paso! 290 , 291, 292, 293 dan pasal 294 Kitab 

Undang- undang Hukum Perdata. 

21 Daiam pasal 205 BW BeJanda dikatakan, bahwa; Dalam hal tidak ada akta !relahiran, maka 
keturunan seorang anak sah dibuktikan dengan dipunyainya kedudukan nyata sebagai anak 
sah. Dari ketentua:n tetsebut kil.a bif>ll simpu.lknn. bahwa akta keJ!lhiran merupakan bukti 
kcturnnan; J. Salrio, Huknm kc1u.s.rg4 tentang kedudukan anak dalam tmdang- undang, hal.&? 
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2). Sedangkan Hulrum keluarga yang mengatur keluarga berdasarkan 

perkawinan diatur dalam Pasal 293, 295,296 dan pasal 297 Kitab 

Undang- undang Hulrum Perdata. 

b. Undang- undang Nomor.l tahun 1974tentang Perkawinan : 

1 ). Kedudukan anal<, sebagaimana dalarn Pasal 42, 43 dan 44 UU 

Perkawinan. 

2). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuklikan dengan akte 

kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejahat yang 

berwenan~ Bab XII, Bagian pertama tentang pe:mbuktian asal usuJ 

anal<, Pasal55 ayat I. 

3). Hak dan Kewajiban orang tua dan anal<, diatur dalam Pasal 45, 

46,47,48 dan 49 UU Perkawinan. 

4). Perwalian, dalam Pasal 50,51,52,52 dan 54 UU Nomor. I I tahun 

1974. 

c. Undang - undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembanganan Keluarga Sejahtera : 

I). Yang dimaksud dangan keluarga dalam pasall sub-10 : Unit terkecil 

daJam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami is1ri dan 

anaknya, atau ayah dan anaknya., atau ibu dan anak:nya, 

2). Keluarga sejahtera, menurut pasal I sub-II adalah keluarga yang 

dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang memenuhi 

kebntuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada 

Tuban Yang Maba Esa, memiliki bubungan yang serasi. se1aras dan 

seimbang antar anggota dan antar kelnarga dangan masyarakat dan 

lingkungan. 

Pasal205 Kitab Undang- undang bnkum Perdata mengatakan : Dalam hal 

tidak ada akta kelahlran, maka keturunan seorang anak sah dibuklikan dangan 

dipunyainya kedudukan nyata sebagai anak sah. Dati ketentuan tersebut, bahwa 

akta kelahiran merupakan bnkti keturunan. Bagi pemerintah, akta kelahlran 

membantu menelusuri statistik demografis,. kecenderungan dan kesenjangan 

kesebatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan dan pelaksenaan 

kebijukan-kebijakan serta progtam pembangunan pun aksu Jebih akurat. 
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Terutama yang menyangkut kesehatan. pendidikan, perwnahan. air. kebersihan 

dan pekerjaan. Namun fungsinya yang esensial atas akta kelahirnn adalah untuk 

melindungi hak anak menyanglrut identita.snya. Pendaftanm kelahiran menjadi 

satu mekanisme pencatatan sipil yang efek:tif karena ada pengalruan eksistensi 

seswrang secara bukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akte 

kelahiran. Ikatan keluarga si anak dengan orang tuapun menjadi jelas. Artinya 

catatan hidup seseorang dari lahir. perkawinan. hingga mati juga menjadi jelas. 

Denga.n beberapa prosedur dan syarat - s:yarat sebagaimana tersebut diatas 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak sah atau tidaknya sangat 

bergantung pada status perl<awinan kedua orang tuanya, yang didasarkan pada 

bukti perkawinan yaitu akta/surat k.awln. 

Jika tidak memililri Akta Perkawinan!Surat Nikaht mak:a anak tersebut 

akan rnengikuti kewarganegaraan dan nama keluarga/marga dati jalur garis 

keturunan lurus kearah atas dari Ibunya. Dan daJam hal in4 Sang Ibu harus bisa 

memahami dengan jelas urutan lelubur dari silsi!ab nama keluarga/marganya 

sendiri, karena sebena.mya penjelasan semua dokumen ada1ah saling terkait satu 

sama lain. 

2.3,.2. Prosedur~ Tata Cara Dan Syarat Pembuatan Akta Kelabiran 

Dalam lata cara pembuatan akta kelahiran sistem hukum membedakan 

~Qodudukan a!a3 anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin dengan 

mendasarkan status perkawinan. Adapun syarat-syarat memperoleb akta : 

a). Surat Keterangan Kelahirnn dari : Dokter Asli I Bidan Asli I Dukun Asli 

yang disahkan keluraban I Desa 

b). Surat Kelahir.m Dari Kelarahan Asli 

c). foto Copy SurntNikahl aktaPerkawirum OrangTua 

d). Foto copy Kartu Susunan Keluarga 

e). Foto Copy KIP orang tua yang masib beclaku 

!). Foto Copy SBKRI/ Ganti Nama bagi WNl Keturunan 

g). Foto Copy Surat lmigrasi I Paaport bagi WNA 

h). Menghadirl<an 2 orang saksi yang berumur 21 tabun keatas beserta Foto 

Copy KTP yaog masih berlaku 
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i). Biaya 

Klasifikasi syarat kelengkapan data - data yang dibutuhkan untuk pembuatan 

sebuah Akte Ke1ahirnn secara Catatan Sipil adalah sebagai berik.ut : 

No 
Data akte yg 

Yang memitild Akta Yang tidak memiliki akta 
dibutuhkan 

Pernikahan pamikaban 
Akte Pemikahan I 

I. Ya nene (tidak ada) 
KUA 

KartuTanda 
2. ya, milik Ayah & lbu hanya milik lbu 

Penduduk 

3. Kartu Keluarga ya, milik Ayah & lbu hanya milik Ibu 

4. Akte Kelahimn ya, milik Ayah & Ibu hanya milik Ibu 

5. Sural Ganti Nama jikaada 

6. 
Surat Keterangan 

Lahir si KeciJ dari 
Ya 

Bidan I Dokter I 

Rumah Saki~ etc. 

7. 
Surat Pengantar dari 

Ya 
Keluraban 

SBKRI I SKKRI I 
hanya rnilik Ayah 

Hanya milik lbu (boleh 
8. (boleh pinjam rniiik 

WNlatauK-IIOS pinjam milik Orang 'fua 

19 
Orang Tua Ayah 

Ibu menurut silsiJah 
menurut silsilah 

(dipenmtukan hanya 
keturunan dengan 

keturunan dengan garis 

bagi 1917 & 1849) kaatas) 
garis kaatas) 

9. Passport/ ID Card 

(hanya hagi 1849) 
jika diminta 
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2.3.3. Akta Perkawi.Dao Sebagai Dasar Penerbitan Aida Kelahiran 

Akta perkawinan dan kalahiran yang diterbitlran Kantor Catalan Sipil, 

ber1aku sebagai akta otentik karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna (voUedig), termasuk salinan atau kutipannya (pesal 1868, pesall811 

KUH Perdata jo pesal 25 C.S.E pasal 27 C.S.T, pasal 22 C.S.l dan pasal 24 

C.S.KJ). Bagi peniluduk Indonesia yang beragama Islam, l<husus Pencatatan 

Perkawinannya di1akukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawlnan sebaga:imana 

dalam UU No. 32 tabun 1954 yaitu di Kantor Uru.;an Agama. 

Bilamana akta perkawinan tersebut tidak adaJWlang maka untuk 

membuktikan perk:awinan orang tua dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, 

tergantung bakim yang memeriksanya, 22 

Yang dimaksud dengan bukti lain tersebut ada lab yang telah memperoleh 

putusan hukim tetap. Muka jika putusan Pengadilan Agama dan atau pengadilan 

Jainnya memutuskan sahnya suatu petkawinan. maka putusan tersebut adalah 

bukti lain sebagaimana dimaksud, artinya keputusan hakim ini, menetapkan 

sahnya perkawinan dimak:sud. 

Terkait dengan 'bukti lain' (putusan hukim) yang diterbitkan, dapat 

digunakan sebagai dasar pencatatan perkawinan. Maka perkawinan yang telab 

dilangsungkan tersebut, kedudukannya dalam bukum Negara menjadi perkawinan 

yang sah karena memenuhi syarat msteriil dan formil. 

2.3.4. Akta Kelahiran .llagi Anak Basil Kawin Sirri 

Pada desamya, hakekat kelahimn seornng anak adalab akibat perbuatan 

atau alas dasar peran kedua orang tuanya, karena tidak mungkin dilahirkan 

22 
; dengan syarnt- syarat sebagai berifrut : 

a. Temys.ta bahwa tidak: ada lagi daftat eata.tlm sipil yang: memuat akte perlt.awinan orang 

tua tersebut. atau daftar tmebut hUang atau dalam daftar calatan slpiJ tidak terdapat 

daftar perkawlnan yang sedang diperiksa.. 

b. Orang tua tenoebut hams mempunyal kedudukan lahir sebagaimana la)'Unya sw.mi istri. 

(pasal iOOKUH perdaln), selanjutnya pasallOl KUH Perdatamenentukan: pe:rtimballgan 

hakim tentang euh!pftidaknya bukti tentang adanya perkawinan itu asal saja hubungan 

selaku suami istrijelas nampak adanya. 

; Prof, Wahyono Dartna!:!rnta. SH..MH, Hukum Pc.tkawina.n menurutKUHPm.lata) bulru2,.hal46. 
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seorang anak: dari 

mengakibatkannya 

seorang ibu tanpa adanya seomng leJak:i, yang 

mengandung, hingga melahirkan anak. Namun pada 

kenyataannya, bebernpa peratuum perundang- undangan mendalilkan demik.ian : 

Sistem hukum nasionaJ mengatur beberapa hal penting mengenai kedudukan 

hukum anal<, yang dilullllgkan dalam akta kelahiran, sebagaimana Pasal 261 KUH 

Perdata, yaitu : 

a. Keturunan; 

b. Anak yang sab; 

c. Dapat dibuktikan (;dengan akta kelahirnn); 

d. Dibukukan, dalam register Catalan Sipil; 

ad.a. Pema.knaan Undang- undang atas Keturunan; menyangkut tentang asal usul 

seseorang. atas : 

a). Hubungan darah orang tua yang telah membenihkan anak yang 

dilahirkan; 

b). Dalam membenilikan tersebut, apakah Ielah a<au belum 

dilangsungkannya suatu perkawinan; 

c). Bagaimana dilangsungkannya perkawinan tersebut? Sah atau tidaknya 

menurut Undang- undang; 

Hal ~ hal tersebut merupakan syarat yang akan mendudukkan seorang anak 

s.ebagai anak sah atau anak luar kawin. Artinya terbitnya status anak 

berdasarkan penye1enggaraan perkawinan yang sah. 

ad. b. Anak yang sah; 

Dalam sistem hukum dibedakan, alas anak sah dan anak tidak sah I luar 

kawin berdasark:an status perk:awinan orang tuanya. 

ad.c. Dapat dibuktikan dengan Akla Kelahiran; 

Akla Kelahirnn mernpakan bukti keturunan, h:dudukan seorang anak dalam 

sistem hokum nasional. 

ad.d. 'sekedar' dibuknkl!ll dalam register Catalan Sipil; adalah sekedar meliputi 

laporan pencatatan kelahirnn. 

Akla kelahiran bagi anak kawin sini, karena kawin sirri mcrnpakan akta 

kawin bawah tangan~ maka kedudukan anak: kawin sirri memperoleh kedudukan 

sebagaimana Pasal 43 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, " anak yang 
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di1ahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya,u 23 

Sistem lwkum kependudukan, terbadup anak kawin sirri, tidak dapat 

menempatkan kedudukan seorang anak hasH kawin sirri sebagai anak dari si 

bapak tersebut, karena status perkawinannya dianggap tidak pernah ada. 

S!"flen!Bra itu. seorang bapak 'kandung' si anak basil kawin sirri inipun tidak 

dapat mengadopsi anak basil kawin sirri tersebut, meskiplm secara genetik jelas 

bahwa anak tersebut meropakan anak si hapak kawin sirri tersebut. 

Bagaimanapun, anak )'llJlg ter!ahir dari ped<awinan sirri membutuhkan 

per!indungan hukum serta diperlakukan sama dalam hukum. 

Menempatkan anak basil kawin sirri yang dilakakan dengan itikad baik 

sama dengan anak Iuar kawin atau anak yang hanya memiliki hubungan hukum 

perdata dengan ibunya dun keluarga dari pihak ibu, adalah hal yang knrang tepa4 

mengingat anak basil kawin sirri yang dilakukan dengan itikad baik memenuhi 

syarat sabuya perkawinan secarn hukum a gam a dun ketentuan pasal 2 ayat (I) UU 

No.1 tahunl974. Mak:a sudah sepantasnya memperoleh periindungan hukum. 

Bilamana akta perkawinan tersebut tidak adaibi1ang maka untuk membuktikan 

perkawinan orang tua dapat dibaktikan dengan alat bakti lain, tergantung bakim 

yang memeriksanya.24 Dengan demilcian,. bilamana memiliki bukti lain yang 

dimaksud tmebut telab memperoleh Putusan Hakim yang tetap. maks pu!usan 

hakim dapal ditindak lanjuti dalam rangka memperoleh akta perkawinan. 

23 J. Salrio, Hukum Pribadi, haLlll 

24 
; dengan syarat- sya:rat sebagaj berikut ; 

c. Temyata bahwa tidak ada lagi daftar catatan sipiJ yang memUIIt akte perlraYlinan omng 

tua tersebut, atau daftar tersebut hllang atau dalam dafbtr catatan sipil tidak terdapat 

da&r perkawinan yang SQdang diperiksa. 

f.L Orang tua tersebut haros mempunyai kedudukan labir sebagaim.ana iayaknya suami istri 

{pa$ai100KUH penlu.ta), selanjut:nya pasaliOI KUHPetdaiD menentuk.an: pertimbangan 

hak:im tentang cukupitidaknya bukti tentang ad.anya perlmwinan itu asa1 saja irubungnn 

seiaku suami istri je1as nampak: adanya. 

; Pro£ Wahyono Dntmabrat.ll, SH.MH, Hukum Perkawinan menurut KUH Perdata) buktl 2,bat46. 
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Bulcti lain dan putusan Hakim tersebut, berkaitan dengan kawin sirri yang 

dllakukan dengan itikad baik, yang telah memperoleh pu!usan ltsba! Nikah dan 

mengakui sab atas perkawinan yang dilangs:ungkan menurnt bukum agama Islam 

tersebut, maka yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama tersebut:,. memilild 

kekuatan hukum yang tetap, yang berlaku tidak banya bagi yang berperlcara, juga 

mengikat pada pihak - pihak terkait dengan pulusan tersebut. 

Drs. H. Masrum, MH, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat saat 

menjadi nara somber dalam acara bahtsul masail Kelompok Kerja Pengbulu 

(Pokjahulu) Kotamadya Jakarta Pusat, mengatakan bahwa: 

.. Meskipun sejak pel'f)JQtuan atop lembaga peradilan di Indonesia dibawah 
Mahkamah Agung beberapa tahun yang lalu keberadaan Pengadi/an Agama dan 
Kantor Urusan Agama terpisah, namun tidak berarti da/am pelaksanaan 
tugasrrya kehilangan benang merah. Salah satu benang merah yang tetap 
menyatukan PA dan KUA adalah keberadaan keduanya sebagai penegak hukum 
perkmvinan Islam di Indonesia. " 

Benang merah tni selanjutnya harus mampu mendorong tetap terjalinnya sinergi 

antara Pengadi!an Agama~ Kantor Urusan Agama serta Kantor Catalan Sipil. 

Bahkan., da1am beberapa ha~ kedua lembaga ini sating berkoordina.si dan 

bekeljasama untuk kelangsungan penegakan hukum perkawirum Islam di 

Indonesia. Maka seyogyanya atas putusan Itsbat Nikah Sirri atau putusan hukum 

lainnya yang ditetapkan Pengadilan Agama hams dipatuhi oleh Kantor Urusan 

Agama, kaita:nnya penerbitan Buku Nikab, maopun perangkat lainnya (Kantor 

Catalan Sipil) harus mernatuhi, bukan sekedar menghonnati Putusan Pengadilan 

Agama tersebu~ kailannya dengan penerbitan Akta Kclahiran. Karena, baik 

Putusan Pengadllan Agama dan ataupun Pu!usan Hakim lainnya dl petadllan 

mana-pun senantiasa diawali dcngan irah - irah .. Demi Keadilan berda.sarkan 

Tuhan Yang Maha Esa" yang memiliki kekuatan eksukutorial terbadap segala 

yang berkaitan dengan isi putusan tersebut dapat dipertahankan kepada siapapWl. 

Sahnya perkawinan sirri tersebut; apakub sah pula teahadap anak yang 

Ielah lahir sebelum keputusan ltsbat nikah ini diputuakan, sebagaimana dibahas 

sebelumnya, bahwa keputusan hakum atas sah atau tidaknya perkawirum yang 

diputuskan setelab perkawinan berlangsung tidak berlaku surut terhadap yang 

lainn}-a Ruang lingkap berlakunya Undang - undang menurut 'waktu', Prof. Dr. 
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Sudikno Mertokusumo, SH, dalam buktmya ., Mengenal Hukum ~~. pada halaman 

96, menyatakan bahwa asas Undang - undang tidak berlakn surut pada Pasal 2 

AB : " Undang- undang hanya mengikat untuk waktu yang akan datang dan tidak 

mempunyai kekuatan berJalro surut" Namun demikian prinsip berlakunya undang 

- undang. sebagaimana dalam teori asas legalitas Pasal I ayat 1 KUHP) bahwa .. 

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kelruatan pemturan pidana 

dalam penmdang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilalrukan", 

asas ini tidak: berlaku apabila UU menentukan lain, Hal ini dapat kita lihat Pasal 1 

ayat 2 KUHP : " Jika sesudah perbuatan dilakulom ada perubahan dalam 

perundang- undangan dip.akal aturan yang paling ringan bagi terdak:wa.'' 

Namun~ yang dimaksud akta perlcawinan maupun aida kelahiran adalah 

mengenai pencatatan peristiwa perkawinan~ ke1ahlra.n dan atau kematian yang 

dilakukan oleh Pegawai KUA I Kantor Catatan Sipil atas laporan penduduk. 

Penjelasan Umum UU No. l Tahun 1974, poin 4 (b) Ayat {2), "Poneatatan tiap· 

riap perkawinan adalah saroa halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 

penting dalam kehidupan seseoran~ misalnya kelahiran, kematian yang 

dinyatakan daiam surat~surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam 

daftar pencatatan", Mena.fsirkan ketentuan tersebut, maka perkawinan adalah 

suatu peristiwa penting dalam k:ehidupan seseorang seperti kelahlran dan 

komatian, dalam arti waktu perkawinan yang sah itulah waktu yang penting untuk 

dicatatkan, bukan waktu kapan dicatatkan itu menjadi penting untuk diakui 

sebagai waktu dilangsungkannya perkawinan, sebab waktu peneatatan adalah 

hanya bersifat adminstratif. 

Penafsiran di alas adalah analog dengan pencatatan ke1ahiran dan 

kematian, bukan waktu pencatatan kalahinm dan kematian yang dipakai sebagai 

waktu te(jadinya kelahinm dan kematian, tetapi waktu kapan dilahirl<an dan kapan 

waktu kematian berlangsung, yang dipakai sebagai "waktu lahit' dan "waktu 

mati". Jadi berdasarkan dengan persamaan dengan kelahinm dan kematian, 

demiklan pula dengan perkawinan, kapan waktu sahnya perkawinan 

dilangsungkan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya 

itulah yang hams diakei sebagaj "waktu kawin", bakan kapan waktu perkawinan 

yang sah itu dieatatkan. Mllka cara membuktikan status dan kedudukan sah alaS 
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allllk, bukan berdasarkan sah tidaknya secara pencatalan tetapl peda saat 

pelangsungan perkllwinan. Oleh kllrena itu putusan lllibat Nikah yang 

mengesahkan perkawinan sirri terSebut, sepatutnya beriaku surut terhadap segala 

turutan yang lahlr setelah porkllwinan dilaksanakan, bukan setelah perkllwinan 

dicatat dan dianggsp sah menurut haknm Nega:ra. 

Pada prinsipnya, setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, 

terlepas dari apakah ia lahir dalam perkllwinan yang sah atau tidak. Adalah hak 

anak untuk: mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari kedua orang tuanya. 

Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 7 (ayat I) disebulkan: 

Setiap anak borhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh 

orang tuanya sendiri. 

2.3.5. Dalam Hal Tidak Ada Akta Kelabiran 

Meski akta kelahlran merupakan bnkti sah atas kedudukan seorang anak, 

namun hukan bernrti anak tidak dapat menikmati suatu kedudakan sebagai anak 

sab, lanpa adanya akta kelahlran. (Pasal26l ayat 2 KUH Perdata). 

Undang-undang memberikan beberapa f~ yang bisa menjadi faktor­

faktor pertimbeogan, seperti yang disebulkan dalam Pasal 262 ayat (2) K.U.H. 

Perdata.. antara lain berupa: 

a. Anak itn selalu memakai nama si ba~ yang katanya menurunkan dirinya; 

b. Bapak itu selalu memperlaltukan dia sebagai anaknya dan Ieiah mengatur 

pendidikan, pemelibataan, dan penghidupannya; 

c. Masyarakat juga mengalrui anak itu sebagai anak dari orang yang 

dikemukllkan sebagal bepaknya; 

d. Saudara-saudara anak itu juga mengakui dia sebagai anak dari bapaknya. 

Fakta-fukta seperti tersebut di atas dikenal dengan sebutan dalam bahasa 

latin, yaitu: 

a. Nomen (ini betkaitan dengan nama); 

b. Tractatus (ini bed<:aitan dengan perlakukan orang-tua terbadap anak yang 

bersangkutan); dan 

c. Fanaa (uti berkeitan dengan masalah, dikenal oleb masyarakat sebagai anak 

orang tua tertentu ). 
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Akan tetapi seperti adanya akta kelahiran, belwn membuktikan 

perkawinan yang sah dari kedua orang-tua yang disebutkan daJam akta kelahiran, 

demikian pula fakla·fakta ter>ebut di atas, belum membebaskan dirinya dari 

kewajiban membuktika.n keabsahannya dengan menyodorkan akta pe:rkawinan 

dari orang-tuanya. 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar anak yang tidak dapat 

mempelihatkan akta perka.winan orang tuanya bisa diterima mempunyai 

kedudukan sebagai anak sah, yaitu: 

a). Orang~tuanya sudab meninggal dunia; 

b). Anak itu membuktikan, bahwa dalam kehidupan (nyata) sehari-hari ia 

menda.pat kedudukanlperlakukan sebagai anak sah dalam keJuarga orang­

tuanya; 

c)_ Orang-tuanya tampak hidup bersama sebaga.i suami-istri. 

Dari oontoh-contoh su.rat yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas, kita 

dapat menyimpulk.an, bahwa khususnya dalam hal in~ tidak berlaku batas-batas 

yang ditetapkan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata yang mengatakan 

bahwa: "Yang dinamakan pcnnulaan pembuktian dengan tuUsan ia1ah segala akta 

tertuHS:, yang berasal darl orang terhadap siapa tuntutan itu dimajukan, atau dari 

orang yang diwalclU olebnya, dan yang memberikan persangkaan tentang 

benamya peristiwa-perisriwa yang dinamakan oleh seseorang. ... Selanjutn~ Pasal 

269 K.U.H. Perdata mengatakan, bahwa: "Hak memajukan tuntutan di muka 

Hakim tmtuk menentukan sesuatu kedudukan peadata, sekadar ada pada anal:: 

tidak takluk pada kadaluwarsa." 

Hal yang tidak dapat dipungkiri, adalah mengingat fimgsi akte kelahiran 

dalam Lalu lintas kellidupan sosial kemasyarakatan, dalam penyelenggaroannya 

membutuhkan akla kelahiran sebagai bukti identitas diri sebagai prasyara4 

merupakan manfaat dari akta: kelahiran : 

a. Untuk masuk sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan 

perguruan tinggi 

b. Untuk pembuatan Passport 
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c. Untuk pembuatlln Akte Pemikaban I Surat Kawin 

d. Untukmembuatl<artu TandaPenduduk/KTP 

e. Untuk: membuat Sural ljin Mengemudi 

f. Untuk mengurus Hak AhJi Waris berdasarkan Hukum di Indonesia 

g, Untuk mengurus masalah Asuransi 

h. Untuk mengurus masa1ah Tunjangan Keluarga 

i. Untuk menguros Bea Siswa 

J. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun 

k. Untuk melaksanakan lbadab Haji 

I. Untuk mengurus pembuatan status kewarganegaraan (seperti pada 

pembuatan) SKKRI I SBKJU I WNI atau OS 19 bagi Warga Negara 

Indonesia Asing I WNA atau WNI Keturwlan. 

58 

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sw-abaya Profesor Eko 

Sugitario mengatak:an, bahwa : 

" Upaya memberi akta kelabiran unluk anak luar kawin. ada/ah untuk 
mengbormali kepentingan dan hak seorang anak. Sebab; kelahiran anak tanpa 
kehadin::m seorang ayah bukanlah Jresalahan anak itu, Tidak seharusnya sang 
anak mendapatkan hukuman .dengan lidak diperkenankan memiliki akta 
kelahiran 11

• 
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3.1. KESIMPUlAN 

BAll ill 

PENUTUP 

Dari uraian ten tang "Akta Kelahiran Bagi Anak K.awin Sirri Yang 

Dilakukan Dengan ltikad Baik Berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (!) DD No. 1 

Tahun 1974," dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

a. Kawin sirri dolam perspektifhukum Islam dan bukum positifNasional : 

a) Berdasarkan Jumbur Ulama (termasuk didolarnnya Imam Syafi'l, Abu 

Haaifuh, dan lainaya) dan Madzhab Maliky, menyatakan bahwa dalam 

Hukum Islam kawin sirri adalah sah. Sahnya kawin sirri yang dilakukan 

dengan itikad baik berkaitan dengan Pasal2 ayat (1) DD Nomor I tahun 

1974, karena Ielah terpenubinya semua rukun dan syarat sahnya nikah 

menurut syari~at Islam. Tetapi menjadi makruh hukumnya. karena 

menyalahi adanya _perintah untuk mengumUillkan: perkawinan ter:sebut. 

Berbeda dengan pendapat KH. Ma'ruf Amin, ketua MajeHs tnama 

Indonesia, bahwa penllkahannya sendiri adolah sail. sepanjang tidak ada 

kemudlaratan artiaya perbuatan hukum atas perkawioannya adatah sah, 

namun memandang akibat hukumnya yang dapat merogikan,. maka 

memutuskan kawin sirri dapat menjadi haram. 

b) Berdasarkan perspektif hukum Positif Nasiooal, kawio sirri adalah kawio 

illegal, tidak diakul dan dianggap tidak pernah ada oleh Negara. K.arena 

perkawioan tersebul hanya mcmenuhi ketentuan Pasal2 ayat (I) DD No. I 

Talmn 1974, namnn tidak memeouhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) DD 

Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan syarat formil perkawinan dan 

berfimgsi sebagai ta.nda arianya perbuatan bukum. Proses pengakuan 

kawin sirri melalui leruhaga lll!bat nikah di Pongadilan Agama, bukan 

solusi terbaik, maka pencalalan perkawinan perlu dilakukan oleh pasangan 

yang melangsuogkan perk:awinan, 

c) lll!bat Nikah merupakan lembaga peradilan Agama sebagai alternative 

solusi hagi mereka yang telah melakukan kawin sirri dan belum 

melakukan pencatatan pcmikahannya agar perkawinannya menjadi sah 
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secara hukum. namun demikian putusan keabsahan dari ltsbat Nikah 

tersebut tidak berlaku surut untuk pembuatan akta kelahlran, mak.a 

perlindWJgan hukum bagi anak kawin sirri yang dilahirkan sebehllll 

putusan itsbat nikah, belum terwujud. 

b. Pencatatan Perkawinan. 

Peneatatan perkaw~ meski diperdebatkan sehagai syarat sah ataukan hanya 

bersifat administrative, peneatatan perkawinan tidak hanya memuat peristiwa 

hukum penting, namun juga memuat bahwa dari peristiwa huku.m tersebut 

telah ada perbuall!n bukum yang disepakati untuk membeutuk keltlllt'ga. yang 

mengikatkan para pibak yang terlihat dalam pelangsungan perkawinan 

ternebut Sehingga akta perkawinan merupakan syarat sah perkawinan yang 

harus dipenuhi karena memiiiki signifikasi terhadap slatus hukum pasangan 

sebagai suami istri~ Juga jika da1am perkawinan Iahir anak, maka status hukum 

anak rnenjadt jelas sebagai anak sah atau tidaknya. 

c. Kedudukan anak kawin sirri dalam perspektif bukum Islam dan hukum positif 

Nasional. 

a) Dalam hukum b:1am. ketentuan mengenai sah atau tidaknya seorang anak 

sangat erat dengan status perkawinan orang tuanya. Oteb ka.rena itu, kawin 

sirri yang dipandang sah da1am hukwn Islam. meski semestinya status 

anak yang dilahirkan dari kawin sini itu pun adalah anak sah atau syar'i, 

artinya anak yang mempunyai hubungan nasab baik dengan ibooya 

maupun bapakaya Namun sistem hukum positif tidak mengalrui 

keberndaannya. sebingga kedudukan anak kawin sini dalam bukum positif 

adalah sama dengan anak yang tidak rnempero1eh pengakuan dari 

bapakaya. Maka upaya pengesahan perkawinan orang tua anak, harus 

diupayakan, karena meneotukan status hulrum anak tersebul 

b) Sedangkan rnenurut bukum positif Nasional yang berlaka di Indonesia, 

anak yang dilahirkan dari perkawioan sirri bersmtu:s sebagai aoak tidak sah 

atau aoak luar kawin, artinya aoak tersebut hanya memiliki hubungan 

hukum secara perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. tidak 

dengan bapakaya Hal itri karena Negara I peraerintah tidak rnengakui 

perkawinan tersebut. 
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d. Akta ke1ahiran bagi anak kawin sitri. 

a) Menurut hukum Islam, sebagai anak yang sakI syar'i, anak yang lahir dari 

pemikahan sirri yang sah secara syari'at Islam maka ia memiliki hubungan 

hukum atau keperdataan berupa bak dan kewajiban dengan orang tuanya 

yaitu ihu dan bapaknya. Maka, anak kawin sirri yang dilakakan dengan 

itikad baik berbak un!uk memperoleh status anak sah dalam akta kelahiran. 

b) Namun demikian dalam parspektif hukum positif Nasional, anak dari 

perkawinan sirri adalah bukan anak sah, hanya memilili hubungan hukum 

secara keperdataan dengan ibunya dan kehlarga ibu.nya saja. Sehingga 

dalam akta kelahiran status hulrumnya sebagai anak luar kawin yang hanya 

rnempllllyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

3.2. SARAN 

Saran penulis, berkaitan dengan bahan tesis ini adalah : 

a. Kiranya Undang - undang tidak hadir sekadar pemenuhan jarninan 

kepastian hukum scmata,. mengingat penciptaan rasa keadilan merupakan 

keutamaan yang mendasar dalam penetapan putusan hakim. 

b. Perkawinan sb:ri dilakaknn dengan itikad baik sekalipun dengan 

terpenuhinya semua ruk:un dan syarat perkawinan seearn Islam dan sesua.i 

dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. Tahun 1974 menyatakan 

bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan masing - masing 

agama dan kepercayaannya, ridak merubah kedndakan hnkwn kewin sirri 

sebagai perbuatan bukum yang sah seeara hukum Negara. Dengan tidak 

diakuinya kawin sirri, maka sebaiknya bagi masyarakat Indonesia yang 

mayorltas beragama Islam un!uk tidak melangsungkan perkawinannya 

secara s1rri. demik:ian juga kepada para U1ama sebagai panutan refensi 

masyarakat muslim yang selama ini justru banyak melangsungkan 

perkawinan sirri bahkan terkadang sebagai pibak yang menJ!Gih-kan, 

hendaknya tidak melakaknn perkawinan sirri lagi, mengingat akibet 

hukum yang dapat memgikan perempW!ll selaku is!ri sirri dan anak 

keturunan yang dilahirkannya. 
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c. Meskipun tidak diakuinya kawin sitri dalam sistem hukum positif, namun 

bukan berarti upaya - upa.ya penindakan hukum menjadi mandul kepada 

pihak yang telah menyebabkan kematian perdata seorang anak selaku 

suhyek hukum~ serta menelantarkan perempuan untuk dihukum dan 

diberikan sanksi yang tegas. 

d. Untuk mencegah dan mengurangi jumloh kawin sirri, peran Ulama sangat 

besar, maka keJjasama Ulama dan pemerintah sangat diperlnkan datam 

membelikan pemohaman kepada masyarakat bohwa petkawinan sirri lebih 

banyak merugikan terhadap segala akibetnya dari kawio sirri teiSebul 

e. Untuk mengbilangkan paradigma masyarakat tentang mabel biaya dan 

prosedur yang berbelit- bell~ dalam rangka peneatatan perkawinan, maka 

hendakaya para Pegawai Pencatat Ni.kab (PPN) agar bersikap lebih jujur 

dengan menetapkan biaya sesuai dengan ketetapan biaya resminya. 

f. Pcrlu adanya langkah - langkah progressive lembaga legislative dengan 

melengkapi perangkat yuridis yang masih diperlukan hagi kelengkapen 

efektifitas yang menjadi harapan Undang - undang Pcrkawinan dan 

pembangunan hukwn positif nasional secara keseluruhan . Seperti harus 

adanya kejelasan tentang kewajiban untuk pencatatan perkawin.an.. 

pertimbangan efek psiknlogis bagi anak dengan status anak luar kawio 

pada akta kelahirannya yang merupakan dokumen identitas dirinya seum:ur 

hidup, serta berbagai varian lainnya yang berdampak negative bagi 

masyarakat. 

g. Seiring dengan pcrkembangan zaman, kccavggihan tekaologi, medis, dan 

berbagai paO!Ilgkat mutakitir lainnya, scrnestinya dapat memfasilitasi 

pengcrnbangan dan pcrnbaharuan nukum, uutuk mcrnbuktikan kedudnkan 

dan status hukum anak dimana keeaoggihan teknolugi sudah dapat 

menjadi bagian instrument hukum. Misalnya, dunia medis, yang sudah 

dapat mengidentifikasi secara genetic antam anak dan orang tua 

bcrdasarkan golongan daroh dan tes DNA, seharusnya bi.sa monjadi bagian 

dari pembuktian atas ada alau tidak adanya hubnngan daroh anlara anak 

dengan orang tuanya. 
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h. Demildan juga kecanggihan teknologi lainnya seperti knmera, video yaug 

disernu kesakaiau yang hadir pada saat pelangsungan kawin sirri, 

seha.rusnya bisa menjadi bagian alat bukti babwa pemika:han tersebut 

memenuhi atau tidaknya ruknn dan syaratnya perl<awinan """"" hukum 

agama. Namun demikian, upaya pemhangunan hukum pnsitif nasiona! 

be!um merambah dengan melaknkan sinergitas keeanggihan teknologi dan 

peradaban dunia medis sebagai sarana pembaruan hukum. 
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PENETAPAN 
Nomor: 29jPdt.Pf200SfP A.JS 

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Jakz:.rta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara­

perkara perdata pada tingkat pertama. telah rnenjatuhkan penetepan sebagai berikut 

dalam perkara istbat nilcah yang diajukan oieh: 

Daxsono bin Nar~ umur 35 tahun, agama Islam., pendidikan SLTA, pekerjaan 

swasta, tempat tinggal Jalan Manggis 26, Rt. 005/007, Kelurahan 

Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, 

selanjutnya disebut • PEMOHON I";---------

I.ailani Qadadah binli Yusuf An, umur 40 tahun, agarna Islam, pemlidikan SLTA, 

peke>:jaan ibu rurnah tangga, rempat tinggal Jalan Manggis 26, 

Rt. 005/001, Kelurahan Manggarni Selal:an, Kecamatan Tebet Jakarta 

Selat.an, selanjutnya disebut" PEMOHON IT';·-------· 

Pengaclilan Agama tersebut; -

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; ------­

Setelah mend~gar keteranga;n Para Pemohon dl dalam petsidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara 

ini seperti tertera dalam putusan sela tentang permohonan prodeo yang amamya 

berhunyi: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; --------------

2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara sccara cuma-<.:uma; --­

, · Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalU~dalilnya Pemohon telah 

mengajukan bukti~bukti sebagai berikut : 

Bukti Surat 

Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarl:an Kelurahan 

Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, jakartaSelal:an, diberi tanda ( P·l); -­

Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan Kelurahan 

Manggarai Selatlll1. Kecamatan Tebet, jakarta Selatan, dibori tanda ( P-2); ---
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Surat Keterangan Nomor : 0103(1.842.9/08, yang dikeluarkan Kelurahan 

Manggarai Sclatan, Kecamatan Tebe~ Jakarta Sel~tan, diberi tanda ( P~3); -­

Surat Pengantar, Nomor : 90/JS/2/04/08, tanggal 18 Februari 2008, yang 

dikeluarkan I<etua Rt. 003/04, I<elurahan Manggarai Selatan, Kocamatan Tebet, 

jakarta Selatan, diberi tanda ( l_'-4); 

Surat Pengantar Nomor : 01/NTR/005/007 /2/2008, tanggal 18.{)2-2008, yang 

dikeluarkan oleh Ketua Rl 005/fJJ, Kelurahan Manggarai Selatan, Keca:matan Tebet. 

jakarta Selatan, diberi tanda ( P-5); ---···-----·---····-- ---­

Photo copy Kartu Keluarga WNL Nomor : 4102.()()3749, yang dikeluarkan Kelurahan 

Ma.>1ggarai Selatan, Kecamatan Tebet. jakarta Selatanr diberi tanda ( P-b); -·---­

Photo copy Kartu Keluarga WNI, Nomor : 303.789, yang dikeluarkan Kelurahan 

Manggarai Selatan, Kecamatan Tebe' jakarta Selatan, diberi tanda (P-7); ------

l'vtenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup 

:unjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara peo:'Sidangan 

rkara ini dianggap sebagai bahagian dalam penetapan ini; ---------

l'ERTIMBANGAN HUKUM 

Men.i.m.bang.. bahwa maksud dan tujua1i permohonan Pemohon adalah 

· 'agaimana telah diuralkan diatas; ·---- ----~--------------

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang­

dang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undaog-undang Nomor : 7 

hun 1989~ Tentang Peradilan Agama .. maka perkara ini merupakan kewenangan 

;olut P(!ngadilan Agamai -·---~---·-----------------

Menirnbang. bahwa para Pemohon yang telah menghadap dipersidangan 

lh menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah 

negu.hlannya dengan mengajukan bukti-bukti dihadapan sidang; -----

Menimbang,. bahwa petitum permohonan Pemohon antara Jain adal~ bahwa 

nohon mohon supaya Pengad.ilan menyai:akan perkawinan para Pemohon yang balk 

• sah, mengabulkan permohonan penetapan perkawinan i.ni dan memerintahkan 

1tor Urusan Agaroa Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk mencatat 

kawinannya dan mengeluarkan buku akta nikah, dan tujuan Pemohon adalah untuk 

• :\S)'.ahkan perkawirum antara Pemohon A1;US Riyadi bin A. S1Ul1adTha:rdjo dengan 
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Y..nta binti Masri Rasyid, untuk kepentingan hukum status perkawinan para Pemohon 

agar sahdan dicatat oleh PPN serta untuk mengucus akta kelahiran anal<; -----

Menimbang. bahwa berdasarkan sumpah para Pemohon y~g pada 

pokoknya bahwa benar antara para Pemohon telah menikah pada tanggal1 April 

2003 dengan mas kawin berupa mukena dibayar tunai dengan wali nikah orang tua 

istri yang bemama Yusuf AR dan disaksikan oleh Ustad Subhan dan ustad Amir 

dan teiah bersesuaian dan sejalan dengan alasan dan daHl permohonan para 

Pemohon, hal mana adalah merupakan suatu £akta hukum yang memperkuat daHl 

permohonan par£. Pemohon; --------------------

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon, te!ah sejalan dcngan Pasal2 

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga permohonan ini diajukan dengan 

berdasarkan Pasal7 Kompilasi Hukwn Islam;---------------

Menirnbang, bahwa berdasarkan pertimbangan--pertimbangan tersebut 

diatas, permohonan para Petnohon untuk dinyatakan sah perkawi.nannya yang 

dilaksanakan pada tanggal 1 April 2003, dengan mas kawin berupa mukena tunai 

dikabulkan; ------·--~------~--~--·-~-------~----

Menimba.ng.. ba.hwa kare.oa hingga saat ini para Pemohon tidak rnampu dan 

karena berdasarkan putusan sela para Pemohoo dinyatakan diijinkan berperkara 

tanpa membayar biaya pt>.rkara maka Pemohon harus dibebaska:n untuk membayar 

biaya perkara ini dan dibebmtkan ke:pada ne:gara; ----

Mengingat, segala peraturan perundangan dan hukum Islam yang berkaitan 

dengan perkara ini; --·--- -·----~· 

Menetapkan 

1. M~ngabulkan nan ~-----~-------------~~---

2. Menyatakan sah perkawirum Pemohon 1 ono bin Nacdi) dengan Pemohon II 

(Lailani Q;ldriah binti Yusuf A.R g dilaksanakan pada tangga1 1 April 2003, 

3. Mernerintahkan kepa para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan 

pem.ikahannya · antor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;-

4. an biaya perkara ke ada N 

u rupiah); --------·---ii{<:.:i~'-'--­

Demiltian penelapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Selat.an, 

pada hari )urn' at tanggal 28 Maret 2008 M, yang bertepat.an dengan t.anggal 20 
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~abiul Awwal 1428 H, oleh kami Drs. A. Choiri, SH, MH.~ selaku Ketua Majlis, 

:>r.L Hj. Noor )annal> Ariz, MH., dan Hj. F..-clumah, M, M. Hmn. masing·mastng selaku . 

!Bkim A:nggota serta didampingi oleh Aklun;id s.hld, SR, sebagai Parutera Pengganti 

ang 'pada hari ltu juga diucapkan p~da sidang yang terbuka untuk wnum dengan 

ihadiri oleh para Pemohon;--------------------

Hakim Anggota, 

ttd 

Dra. Hj. Noor jannah Ariz, MH. 

Hakim Anggota, 

ttd 

Hj. F..-clumah, M. M.llwn 

Proses 
Materai 
Jumlah 

Rp. 150.000,· 
Rp. · 6.000,· 
Rp. 156.000,· 

Hakim Ketua. 

ttd 

Drs. A. Choiri, SH, MH. 

Panitera Pengganti, 

ttd 

Akhmad Sahid,. SH. 

Untuk salinan 
Pengadilan Agarna Jakarta Selatan 

Wakil Panitera, 

H. Hafa.ni Saihaqi., LC, SfL 
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PENETAPAN 
Nom.or '10(Pdt.P/2007(PA.JS. 

DEMl KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MA.HA ESA 

Pengadilan Aganla Jakarta Se1atan yang mexneriksa dan mengadili. perkara 

perdata daL"lm i:ingkat pe.rtamn. tclnh menjntuhkan penetapan sebagai berikut 

dMrump~~~~·:·~:------------------------------------~ 
KHADl)AH AZHAKl i!lias AYU AZHARI binU H. ABDULLAH HARl, umur 

35 talum, Warga Negara lndcmesi£t, Agau: 11111,. bertenlpal 

til1ggal d.i jalan Batu Me:rah If 43 .. RT .00 02, Keluraha.n Pejaten 

Timur, Kecru:n.11on Pasar.Mlnggu. arta Selatan, yong dalam 

hal mi n1e:mberikan kuasa pada SEC:\RPIANDY.. SH, 

RASIANTO S, SH.1 Advokad dmi 

& P ARTNI!RS ", yang berkedudukan 

di jalan Wnnmg ui\dt Raya Nomor : 24 Jakarta Kode Pos: 

12510.- her kan Surat Kuru>ft Khusus tanggal 17 Jttrtu.ari 

2001, · g terdaftar di Kepaniteraan PengatWan Agamn 

j S.latru.' Nou\Or ' 43(Pdt.P /2007 (PA.JS, tanggal 30 

Jnnuliri 2007, eeltt~a Qisalmt sehagai " PBMOHONY" - -- ---- ~ 
Pengadilan Agama te"tsebut; ~--·~·------------~-~-----N~-------- ---
Setelall membaca surat-surat yang berkaitan dengan perknra ini; ---~--­

Setelih mendengaT kete.r~gan Pernohon~ dun memperhalikan su:rat-S'Ul"at 

bukti dan keterangan para saksi, serta sumpal1. Pe.mohon dihadapan sidang; ----

bUDUK PERKARANYA 

Me:uimbang, buhwa Pemohon yang telah mengajukan p~honarmya 

dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2007 dan telah terdaftar di Kepaniteraan 

Perbra Pengadilan Agama Jakuta Selatan pada Regis-ter Nomox 

10/Pdt.l"/2007/PA.JS, tn.nggnl ~0 Jn.ntutri 2007, deng<.ut hU11.bnhnn dan pc::rubahan 

olehnya Rndiri di hadapan sidang tclah mengajukan hal-hal sebagai beril.."Ut: 

.;. 'Bahwa Pemohon telah meJangsungkan perkawimm se:cara Agan1a Islam de:ngan 

seorang laki-laki berruuna MIKE 'TRA!vll' bin OLE TRAMP!lNIU, umw: 46 

tMun, Aga.mn lobutt. Warga Negarn D"""""'k, pad• hnri AHAD, funggal25 Mcl 

2003, dengan Wali Ayall Kandung l"emohon yong bernama H. ABDULLAH 
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AZHARI, dengon mmskawin sepe.nmgkaat ALA T SHOLAT, bertempnt di 

Apartemen Simpruk jalan Sultan Iskandar jakarta Selatan, dengan disal<s!kan 

oleh beberapa orang saksi dan keluarga Pemohon. Akan tetapi hingga saat ini 

perkawinn.n ter>ebut behun dic•tatkan padn Kantor Unwan Aganm 

sebagahrurna mestinya; ------------------·----

·:· Bahwa sebel=ya Pemohon talah pemah meillkah dengan almarhum. WISNU 

D]ODl GONDOKt.fSUMO bin Orn. WISNU DJODI G, tetnpi talah putus 

karena percera~·m de11gan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 

634/Pdt.G/94/PA.JS tanggal B Nopembex 1994, sesuai Akta Cexai Noo:norc 

700fACf1994/PA.)Shmggai8Desemb<r1994;-------

•:• Ballwa setalah bercera! dengan allnarhum WISNU OJODI GONDOKUSUMO 

Pw:nohon juga telah nteni.kah secm:a Is~ deng.an seorru.tg lakiAaki be:mama 

M1JllAl\i:rv1AP YUSUF lllRAHIM,. aganu\ Islan;. warga 1'egro:n Finla.ndin, dan 

perkawinan tersebutjuga tid.'lk tercatatkan pada Kantor Urusrm Agama. Selanta .. 
perkawinan Pentohon dengan .f<..fUHAlviMAD YUSUF IBRAHIM telah 

, mengnliUll.i tign knli Tnlak, sedang TnL.tk ketiga terjtu.li di kota Purls, pada 

t? sekitar buL1.n Agustu.s 1999 dengan disa.ksiknn oleh ayah Pen1ohon al.nurrhum •. ' 
- '\:\H. ABDULLAH AZHAIU; --------~-----

l3ahwa dati perknwilum antan Pemohon dengan MIKE TR.A.MP tell'ili lal:rir 

seorang anak perempuan l:>e:rna:trullSAllEl. MIKE TRAMP yang sekarang tela!\ 

be:rumur 1,5 (sam setangal\) lahun; -----------~­

•!• Bahwa ka.rena keingi:rum :Pemohon bersama suami Pemohon "Untu.k mmjadilAAn 

perkawinan tersebut sal\ r:nenurut hukum Indonesia dan demi meUndungl 

kepentingan hukWll anak Pernohon, maka Pernohon bermaJ.<s,d IXll!11Sahkan 

d~m mellCAtatk<m per~win!U'I Pemohon memuut prosedu:r hukum yang 

•:• Bahwa untuk melal"Ukan pengesahan dan mencatatkan perkawinan yang telah 

dilangsungkan tada.hulu1 .m.a.b suami Pemohon tel.ah me!llku.kun pengurusnn 

ke Kedutaan Denmark, dtrnana menttrUt peratuxan Negara Denmark set!ap 

warganya dilarang apablla mempnnyai hubung,;, perkawinan dengan pihak 

lRin, untuk men!kalllagi bmpa seijin negru:;mya. ( bl<kti P-3 ); ------

•:• llallwa berdasarkan hal-hal yang telah diuxaikan dJatas, demi kepentlng!lll 

luuaun status perkawinan Pemoh011 agar sah. dan anak yaug bemanlll ISABEL 

lillKB TR.AM:P di:nyatakan sah menttrut hukum negara Indo;nes~ unluk itu 

l<am1 aJul<.an pennohorum Penetapan pernikllhan kepa<L1 Ketua Pengadilan 
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Ag= Jakarta Selatan atau Majlis Hakim yang menongani perkara ini kiranya 

!t1l!ll'IUtuskan sebagai berikut 

1" Menerima dan =gabulkan pennohoru!ll Pemohon; --------

2. Menetapkan menyatakan sah pexkaw:inan Pemohon denga.n su.w:ni 

Pemohon;------------------,---
3. Manerintahkan Kantor urnsan Agama Kecamatan Pasar Minggu untuk 

mencatat perka:wina.n tersebut; ----------------

4. Menetapkan biaya perkara in! menurut hul:ull1; --------------­

A tau kalau :M:ajlis Hakim berpendapat lain xnohon penetapan yang seadil-

adilnyni -~--~--------------~--------~--------~~----

Menimbang, bn.hwa pada ha.ri~hrui persida.ngan perk.ara ini Pemoh9n hadi.r 

sendiri dan didamplngi k-uasa:nya telah -menghadap di persidangan, Ielah 

menyampaikan kateiangan dan penjelasan atas permohonannya, Ielah 

menyrunpaiktm surott-:rnnlt bukti Berta mengajuktm ~i~sakst -------

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai 

Menimbang, bahwa Pemohon mengaju.'<an surat-suxat bukti yang telah 
. 

· terai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang teidiri : 

Foto copy Kartu Tanda Penduduk <1tas m:m~a KHADIJAH AZHARI de11gan 

Nomor: 09.5304.5911?1.?008. (bukti P-1 ); -------· 

2. Foto copy Akta Ce:nri atas tmma Pemohon dengan nomor: 700/ AC/1994/PA.JS, 

tertanggal s desember 1994 ( bukti P-2 ); --<----------
3, Foto copy S1ttat Keteranga:n tentang Keabsahan untuk meni.kah atas nama 

Tn. MIJ<B TRA.tv!P~ te.rta.ugg;U 10 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kedutaan 

Denmark (l>ukliP-3); ---

Menimbang, bahwa \U\tuk memperkuat dalil-dalil pernwhonannya maka 

Pe:u:~ohon telah n:umghadirkan snksi-s<J:l-.si nmsing-umsirlg ben1tuua : 

1. Na1.11a : MlTHAlYfM:A.D HADI bin ABDULLAH, umru: 49 tahl.l.l1; agama Islam, 

bertempat lil1ggal di ja!an Salam Nomor' 2-B, Rt.OO? /006 Kelw:ahan Sukabumi 

Utara, Kecru:ndtan Kebon Jerulv JakRrttl Ba.rnt. Sebagai sak.si I;-----------= 

I 
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• 

Z, Nama : A&DUL HALIM bin ISHAK, umur 41 tohun, agon1a Islam, berb:mpat 

tmggal eli jalan Pejaten Timur, Rt. 004/001, Kelurahan Pe)atcn Tunur, 

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.- sebagai saksi II; ·-------------n---

Meniu1.bang. bahwa saksi I telah nwu1beril::au ketercmgan dibawa.h su.mpalt 

yang ~d.r1 pokoknya sebagai berikut: 

•) Bahwa saks) kenal dengan Pemohonf karena saksi adalah tetangga, Pen\01\on 

pada saat Pemohon tinggal di Pasar 1'.1inggu; ~--~nM·---~-~---------~F~--------------

•:• Bahwa scingat saksi Pemol>on menlkalt dengao MIKE TRAMP di Aparternen 

Simpruk jakarta Selatan, pada harl!vlinggu_ hmggal25 Mel 2003, jam 10 pagi;-

•:• Bahwa sepengetahrum saksi Mlk"ll TI'v\MP beragama lslan1. ka:rena saksilah 

yang bertindak menuntu.:nnya untuk men_jad,i seorang Islam. sekitar setengah jam 

-----~--

•:· Bahwa yang bertindak sebagai Wall dan sekaligus meniknhkan Petnohon 

dengan ?vfiKE TRA!vrP adatah ayah Pemohon yang bemama H. ABDULLA..li 

AZHAR!; 

Ba.hwa sa.ksi nv.:ugl'!tahui Ijab kabul yang diucapkan pada saat i.tu; dengan 

menjabat tanga.n IvllKE "''R.A.}\.i{P ayah Pemohon mengucapkan ;" Saya 

n:ikahkan a:r1ilk saya KHADIJAH AZHAlU binti ABDULLAH AZHARI dengon 

Ml,;~2 TRAMP bin OLE TRAMPENJU dengan maskawin seperangkat. a!at 

•holar', da.n lnngsUilg dijawuh" 'ft(' olclt MIKE TRAMP;-------

..:~ Baltwa seWn saksi yang hadir pada acftra akad nibh tersebut hadir pula adik­

ad:ik Pernohon, yaitu SAAAH, AAH!viAf{, ABDUL HAUM den terdapat 

bebe~pa orang la~ 

Menimbang. bahwa saksi ll telah mernberi.lrnn keteranga;n dibawah sumpah 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

•:• Bahwa snksi kenal dengan Pemohon karena sak&i adalah kakak sepupu 

Pemohon. Bennr Pemohon telah memkah dengan tv11KE TRAMP, pada hari 

Mi:oggu. langgal 25 Mei 2003, sekitar jam 11 siang_ bertempat eli Aportemen 

Simprul<, Jakarta Selalarl; -------------------------------------------------

•!• Bnhwa pada saat ilu status Pemohon adahl1. j01:nda cera:i, sednngka:n status 

MIKE TRAMP saksi tidak mengetahuinya, Dan pada saat itu !>'liKE TRAMP 

telah numjadi muslim sekitax setengah jam sebelum akad nikoh berlangsung; _:_ 
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' 
-} Btiliwa oWi mcngetl'lh:ui ljl'lb kni:>ul ynng ~.11'-tcopknn pndn ::tcud itl:l, ite;nsnn 

menjabat tangan MIK!! TRAMl' ayah Pemohon mengucapkan :" Saya 

nil:a:hlotn a.nak saya KH.AO!JAH A2HARI biliti ABDULLAH A2HARI dengan 

MIKE TRAMP "'bin OLE TR.AM.YENIU dengan uutskawin seperangknt nlat 

sholar', dan langsung dijawali' Y;f' olnh MIKE TRAMJ'; -----------

•:• Bahwa benar saksi bertindak sebagai suksi pada saat Pemohon u1enik.1.h dengan 

1\.ofiKE TRAMP~ dan saat itu hadir pula ibu Pemohon. SAR.Alt RAHlv!AH dan 

Ustad MlJHAMMAD HADI dan bebet<tpil ol'.mg lotgi; -~~------

Men.Unb,;ng. ba.hwa utengenai st·.Hv.s pcrnikahru1 Pcmohon scbelunmya 

dengan seonmg lnki-la.ki wargn negftta ftn1andi.1 yang bernama MUHAMl\1..'\D 

YUSUF IBRAHIM alias TEE'MU yang juga tidak dicatatkan pada Pegawni Pencatat 

nikah ya:ng berwenang, ttl.aka Pemohon ute1yabko:n bahw>t telah tetjadi Talak yang 

ketiga antara Pe.mobon dengan MUH.AMMAD YtlSUl' IBRA.HIM,. yang 

bf!rlang.sung sekitar bulan Agustu.s 1999 .. be.rteulpat di leota Pnris dan saat Hu 

:lisaksikan oleh ayah Pemohot1; -----------------

Menim.bang. bahwa oleh ~til ayah Pemolton yang telah n.'l.enyaksikan 

f1adinya peristiwa jatuhnya Talak yang ketiga antara Pemohon dengan 

knHAM1v1AD ¥USUF IBRAHIM pada sant ini telah meninggal dunia, sedang 

• 
1emohon tidal:: mengajukan alat bukti lainnya. Maka untuk membuktikan 

!tjadinya peristiwa Talak tersebut, maki.t M.aJlis menjatuhkan putus"n_ Sela dengan 

1ernerintahkan kepada P~tohon untu.k bersumpah dihadapau sidang; ----

Menimbang. bahwa untuk mt:mpersingkat u:raian penetapan ini cuk"Up 

itunju.k segala h.U :ikhwa.l yang telah te.rn1ilil.t d.Uam Berita Acara Persida.ngan 

~ka.ra ini dianggap sebagai bahaglim dalant penetapan ini; --------

• 

PERTIMBANGAN HUiaJM 

Menimbung. bahwn L."'l.i'l.bu.d dan tuju.an permoho:mu1 Pemohon adalah 

bagaimana telah diuraik.an diatas; --------------------~------~-----------

Menimba.ng, bahwa berdasarkan penjelaso,n Pasnl 49 huruf (a). Nomor 20 

tdang-"Wldang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang 

mor : 7 Tahun l.9S9 Tentang Pctadil.w Agatnn., makn perkctra in1 Il."'e.r'Upnkan 

solut Pengadilan Agama; -------------------
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• 

Menimbang, bohwa Pemohon yang teloh menghad•p dipersidangan 

teloh menyampail:an l:eterangan tambahlm dan penjelasan alas pmnohonannya, 

da11 telah il:U!l\eguhkannya dengan mengajukan surat~surat bukti serta 

menghecdlrknn saksi-sWi se:rtt\ ber3U.Utpoth dihn.dttptm sidftng; -~-----------

MenimbRng. bahwn berdasarl«tn pengttkuan Pem.ohon di.luldapan sidang 

dan juga sebagai tertera dalant Surat Bul:ti P-2, yo:ug berupa Akta Cera! Nomor: 

.700/AC/1994/PAJS, tangga! 8 Desen•ber 1994, mal:a seca:ra Yuridis Formil, 

Majlis teloh menemul<.n Fakta bahw• Pem<>hon adalah Janda Cerai dari WISNV 

DJODI GONDOKUSUMO bln Drs. WlSNU DJODI dan menu:rut hul:nm 

tern:uwuk wanita yang tidal: ada larangan untuk me.nikah; --------

Menimbang. bahwa nleltgenai penti.kahan ked:ua Pemohon dengan 

seorang laki-laki warga negua F:il:lland.ia bema.m.a 'MlJH.Al,..J:MAD YUSUF 

IBRAIDM; yang juga tidak pula tercaC1t oleb pejabnt bertverumg. Sedang 

berdasarkru.l peugakuan Pemohon tnenyatakan teJah be.rcerai de~\gan Talak kei:i.ga.. 

yang tetjadi pada sekitar bulan Agustus tahu:u 1999, di kota Paris dengan 

disaksikan oleh· ayal1 Pemohon, telah dikul.-ultkan deugan su.ropah Pe:o:nohon 

dihadapan sidang. Oleh karenn itu Mnjlis berpendapat bahwa menurut hul:ura 

Islam Pemobon adalah Janda Talak ketiga dari MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, 

. ~ dan menurut hu.kt.un Islam sete1•h lnmpau masa lddah.. maka Pemohon tedarang 

~ : tul: menikah lagi dengan lelaki terse but. Da>l menjadi halal dinil<ahi oleh ].ki­

lakilain;--------

Met\imbang. bahwn pengaku.au Pem<:~hou yang menyatakan tal.ah 

mcla.ku.ka.n perkawina.n dengan seora.ng lela.ki bernama h1IKE TIL'\MP bin OLE 

TRA.M:PENIU. ·warga Negara Denn1.ark. Wl'lUJ 46 tahu.n,. agam.n Islan1.. pada hari 

Mi:nggu, t.:nggal 25 M<!J 2003, berlemp>l di Apar""""n Simpnik, jalan Sultan 

Iskattcbr, Jak<uta Sclntan1 sebagai Wall adalab uyah kandung Pemobon bernru:na 

H. ABDULLAH AZHARI. dengan Mahar seperangkat Alat Sholat. dengan 

disa:ksikan be:berapa orang sa.ksi dan kelua1'ga Pe:mohon; ----

Menimbang, bohwa saksi. H. MU!iAM},iAD RADI btl) ABDULLAH 

dan Al;DU1. HALIM bin ISHAK, yang dengan alas sumpab menyatokan, bahwa 

pada hat! Minggu, tanggal 25 Mei 2003, saki tar jam 10 pagi, telah menyaksikan 

• ayah kandung Pemohon H. ABDULLAH AZHARJ, m.elal-ukan akad ni1cah de.n~:n 

m.e:Il'legttng t.nngan lv!II<B TRAMP dim mcng<dnknn sebagni beJ:ikut " Saya 

n:ikahkan anak saya KHADlfAH AZHARI binti H. AllDULLAH AZHARI dengan 
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• 

Mll<E TRAM!' bixl OLE TRAMPENIU dengan rM•kflwixl seperongk.t .U.t shohtt 

l:unai ", dan saat itu juga MIKE TRAMP menyatak.n menerima; -·--·---

Menimbang, bal>wa menurut Hukunl"!slam, pemfl:allan dipandang salt 

apablla telah terpenuhi syarat-syarat dan nti..'llll dari pada perbuatan tersebut. Dan 

bahwa dan peristiwa pernikalum Pemohon tersebut diatas Majlis menemul;an 

fakta-f*ta sebagai beri1:ut, yaitu: 

a. CaJon suami : MIKE TRAJVJP bin OLE TRAMPENIU, umur 46 tahun, agama 

lslam.. Warga Negara Dm:uruuk ··-·--·------------ ·-~----------
. 

b. CaJon lstri , KHADIJAH AZHA.RI binti H. ABDUT..'LAH AZHARl, umur 35 .. 
tahun, agama Islam, Warga Negnxn Indonesia, status jnndn; --------··--

c. Wali nikah :H. ABDUT..LAH AZHARI yaitu ayah kandung Pemohon; --

d. ljab dan Kabul yang diucapkan oleh H. ABDULLAH AZHARI selaku Wall 

Pernohon da:n MIKE TRAM!' yang 'beriangsung dalam oatu Majlis, yaitu dalam 

suatu ruangan d1 Apa:rternen Simprul<, )*m:ta Selatan, pada har:i Minggo 

tanggal 25 Mei 2003, sekitat jam 10 pagi, dengan Mahar berupa s<perangkat 

·-----alat sholat tunili; -­
\ . 

. ~~\ Pe.ristiwa akad nikah itu disaksikan oleh minimal dua orang saks1, laki-laki, 

• ~t dewasa, dan cakap bertindak bukum. yaitu H. MUHAMMAD HAP! bin 

1 
ABDUT..LAH dan ABOUT.. HAI.IM bm ISHAK;-·----------·--·---

Menimbang. babwa berdasar fakta-fakta tersebut =ka Majlis belpendapat 

ba.hwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang laki·laki 

bernama MIKE! TRAMP bin OLE TRAMPEN!U Ielah memenUhi 1-uk:un dan 

syarnt~sya:cat perbwinan sebagai t~ebut dalan\ Pns.U 14 soompai de.ngan Pasal30 

Kompllasi Hukum Islam. . O!eh !<arena !tu pernikahan tersebut DAPAT 

DINYATAKAN SAH menU1ut bukum Islam. dan telah sejalan dengan ketentuan 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 !<nmpilasi 

Hukum Islam;-"----·------------·--·-·-----------

Men.imbang, OO.hwa perka.wimm yang di1."lku.knn oleh Pemohon dellgan 

MIKE T"RAA·JP bin OLE TRAMPENIU, Warga Negara Denmark adalah 

merupakan perknwinan Ca:u1.puran. Dan oleh karew pcrkawirum te:sebut 

dilaku.kan d1 Negara Indonesia., rraka berdasar ketentuan Pasal59 ayat (2) Undang-

• und.al'lg Nou1or 1 Tahun 1974 perkawina.n tersebut hiU'US dilal-ukan nu:nurut 

Undang-undang Perkawinan Indonesia;-------------
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Menirnb<mg, bnhwo untuk -uhi kell!nhum Paso! 6() oynt (1) Und!lng­

undang Nomor : 1 Tnhun 1974, Pemohan telah ll1l:I\Yil1Ilpafum l>ukti P-3, yang berupa 

Surnt l<eterangan Tentang Keabsahan Unrnk Me.nilu-.h alas """"' Tn- MIKE TRAMP, 

tertanggo!JO )IUUWi 2007 yong dikclUMken okh Kedutonn Dc:nm.rk di )okert.;-
-

Menitnbang, bahwa tmtuk menjnmitl kete:ttibnn pelnbt'lnnnn perkn.wiru:ul 

bag; nm,Yaraket pada lllntllnn);a, maka <€suai ketontuan Pasal 2 ayat (2) Und!lng­

unda:ng Nomor : 1 Tahu.n 1974 jo. PasalS Komp.llasi Hu.kun, Isla;n\. maka sel:iap 

perkawinan hi'U'US dica.tat o1eh Pegi'twni Pen~tAt Nika.h yang berweno.mg. Oleh 

karena itu MajlJs m.merlntahkan kepada Pemoh<m u:ntuk segera melaporken 

perka'Winan tersebut yaug sesuai ~ukti P~l yaitu ~pada Pegawai Pencatat Nikah 

eli I<AX~tor U:ntS® Agi'lDlil l<ec<UMtan Pasi'U' Minf_;gu, ]ahrta Sel~tnn; 

Mer..imbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perfimbangan tezsebu,t 

dla tas, maka permohonan Pemohon agar dlistbntk:m I dit<tapkan Snhnya 

perkaw:imn Pemohon dengan MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENTU, yang 

berlangsung pada han Minggu, tanggal25 Mci 2003, dengan WAll Nikoh ayah 

kandung Peroohon, dan dengan m.askawin sepernngkat alat sholat,. sepatutnya 

• ~pat<ill:abulkan:--------- -

• 1 Menimbang, bahwa berdasarkan ketent:uan Pasal 89 ayat (1) Und!lng-

dang Nomor : 3 Tahu:n 2006 Tentang Pe.rubahan Undang-undang Nomor : 7 

:'ahun i989L maka biayn perkara ini dibeb<Ul.kan oleh Pernohon; 

Mengingat sega1a peraturan peiu:ndanga:n dan Hukum Islam yang 

erkaitan dengan perkara in:i; ------~-~----

• 

MENGADlLl 

Mengabu.lkan perm.ohdi1an Pemohon; ·-··--·--- ---

Menya.talum sah pex:kawi:nan Pemohon KHA.DIJ A2..iiAR1 alias A YU 

AZHARI bin H, AlltJULLAl1 dengan MIKl! bin DLl! TRAMI'llNIU 

yang dilaksan.akan paiia t.mggal 25 Me.i 2003, d gan wali ayah Pemohon dan 

dengrut nutS kawin l>erupn seperangknt alat s olat tu.nai; ---------­

Memerint.ahk.-w kepa.:h1 Pemoi'wn u.n segera nielaporknn perkawi.rul.nnya 

kepada Pegawai Pf.lncatat ~ikah ' tor Urusan Agama Kecamat.an Pasar 

Minggu, Jakarta Selatan guna die , 1 <1.-iliun buku Akta Niknh; ---

Membebankan kepada P~m on un~ membayar biaya pe:rkarn ini sebeaa:r 

Rp. Z1'.5.DOO,.~ (Qua ratus i.a Delas <lb-u rupiah);~~--------~, 7 

I 
' 
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9 

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan, pada hari Selasa, tanggal 20 Feb:ruari 2007 M:. yang bertepatan dengan 

tanggal2 Shaffar 1428 H, ol.eh l:ami Drs."'A. CHOllU ,SH, MH., selaku Ketua Majlis. . 
MUHAIMlN AM, SR., dim D"" H. MUH. ABDliH SULAEMAN, SH, MH., IIUll>ing-

masin_g selalcu Hakim Anggota seta didamplngi oleh AKHMAD SAHID, SH., sebagai 

Panite:ra Pengganti yang pada hari ll:tt juga diucapkan pada sidang yang terbuka 

untu.k umum dengan dihadiri ole.h Pemol10n dan kuasa hukumnya; -----­

Hakim An:ggota, 

71 
~;at~, AM, SH .. QH:OIIU, SH, MH. 

Hakim An ota, Paijfter~J Pengganti. 

'1 ""' ,_ /1--' 
On;. H. . A'SDUH SULAl!MAN, SH, MH. AE(Hl\>!A.D SAHID, SH. 

Penndan b ya : 

1. Rp. 50.000,· 
2. Prosea Rp. 159.000,· 
3 . Materai RJ2. 6.000,-

J umlah Rp. 215.C29,· 
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